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ABSTRAK 
 
Rahmadani (B 121 13 341), dengan judul “Tindakan Pemerintah 
Dalam Melakukan Kontrak Kerjasama Dengan Pihak Swasta”. (Dibimbing 
oleh) Marthen Arie selaku Pembimbing I dan Anshori Ilyas selaku 
Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk : 1. Bagaimana pelaksanaan terjadinya 
kontrak kerjasama pemerintah dengan pihak swasta. 2. Untuk mengetahui 
kedudukan dan kewenangan pemerintah dalam melakukan kontrak 
kerjasama dengan pihak swasta. 
Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Hasanuddin. Jenis sumber 
data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data skunder. Teknik 
pengumpulan data yaitu dengan penelitian kepustakaan, mengakses website 
dan situs-situs berkaitan dengan masalah dalam penelitian serta melakukan 
penelitian lapangan untuk memperoleh data-data yang dibutuhakan dalam 
penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif 
yang disajikan/dituliskan secara deskriptif 
Hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa: 1. Terjadinya kontrak 
dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah hanyalah salah 
satu bagian dari proses pengadaan, dimana kontrak tersebut hanya sebagai 
instrumen hukum pengikat antara pemerintah dengan pihak penyedia 
barang/jasa. 2. Karakteristik kontrak dalam pengadaan barang/jasa 
pemerintah sangat jauh berbeda dengan karakteristik kontrak pada umumnya 
yang dikenal dalam prespektif Hukum Perdata yang biasa dibuat oleh pihak 
swasta dan lazim diistilahkan sebagai Kontrak Privat/Kontrak Swasta.            
3. Implementasi tindakan pemerintah dalam melakukan kontrak kerjasama 
dengan pihak swasta(penyedia barang/jasa)berkaitan dengan kewenanganya, 
adalah berdasarkan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan yang 
mengaturnya. Dan kedudukan pemerintah dalam melakukan kontrak 
kerjasama dengan pihak swasta sebagaimana kedudukan pemerintah dalam 
hukum publik. 
 
 
 
 
vii 
 
KATA PENGANTAR 
 
Segala puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT,atas segala rahmat dan 
karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul  
“Tindakan Pemerintah Dalam Melakukan Kontrak Kerja Sama Dengan 
Pihak Swasta” dalam rangka menyelesaikan masa studi strata I dan 
melengkapi tugas-tugas untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana 
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dan tak lupa Salawat 
serta Salam pun  terhatur bangga kepada Baginda Rasulullah SAW, sosok 
manusia sempurna yang mampu mengubah peradaban jahiliyah(bodoh) 
menjadi peradaban yang beradab, mulia nan gemilang. Sosok yang menjadi 
contoh dan teladan terbaik sepanjang masa. 
Penghargaan yang setinggi-tingginya serta salam terkasih penuh cinta 
kepada orang tua penulis, Ayahanda Hasbih dan Ibunda Fatimasyam yang 
telah membiayai, membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang dan 
mencurahkan segala perhatiannya kepada penulis, semoga penulis dapat 
menjadi orang  yang baik, berbakti  dan membahagiakan kalian nanti dan 
kelak di akhirat.  Dan juga kepada Kakanda tersayang Rosdiani Azis, 
S.TP.,M.Si. yang sudah menjadi keluarga kedua bagi saya selama 
viii 
 
berkuliah,terimahkasih atas semua kebaikan, ketulusan dan kesabaran  
sudah menjadi seperti  kakak kandung bahkan sosok ibu kedua bagi saya. 
Dalam proses penyelesaian tugas akhir ini penulis telah banyak 
mendapatkan wawasan, pengetahuan, dan masukan yang sangat berharga 
dari banyak pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin 
menghaturkan rasa hormat dan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak 
yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 
 Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Marthen Arie, S.H.,M.H, selaku 
pembimbing I dan Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H., selaku pembimbing II 
yang dengan sabar dan kerelaannya meluangkan waktu membimbing, 
memberikan saran, bantuan, dan petunjuk dari awal penulisan hingga 
terselesaikannya penulisan skripsi ini serta kepada para penguji, Bapak Prof. 
Dr. Abdul Razak, S.H., M.H., Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., dan Ibu Eka 
Merdekawati Djafar, S.H.,M.H.  yang telah memberikan masukan dan saran-
sarannya kepada penulis. 
Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada:  
1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu,M.A selaku Rektor Universitas 
Hasanuddin.  
ix 
 
2. Prof. Dr. Farida Patittingi,S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin. 
 3. Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.  
4. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II Bidang Sarana 
dan Prasarana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
 5. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Bidang 
Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.  
6. Prof. Dr. Marwati Riza, S.H.,M.H. selaku Penasehat Akademik (PA) penulis, 
terima kasih atas nasehat-nasehatnya. 
 7. Prof. Dr. Achmad Ruslan,S.H.,M.H. selaku Ketua Prodi Hukum 
Administrasi Negara, serta Sekertaris Prodi dan seluruh Bapak/Ibu Dosen 
Fakultas Hukum Unhas yang telah membimbing dan mengarahkan penulis 
selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Unhas hingga 
penulis dapat menyelsaikan studi.   
8. Kepada Ketua Bagian Perlengkapan dan Unit Layanan Pengadaan beserta 
para jajarannya yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk 
melakukan penelitian. 
x 
 
9. Para Staf Administrasi dan Staf Bagian Perpustakaan Pusat dan di 
lingkungan Akademik Fakultas Hukum Unhas yang telah banyak memberikan 
bantuan.  
10.Senior-senior, junior-junior, serta teman-teman di Fakultas Hukum Unhas. 
11. Sahabat-sahabat terdekat Penulis selama menempuh pendidikan strata I 
di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
Terakhir penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, 
yang telah berkonstribusi, bantuan kalian sangatlah berarti bagi penulis.  
Sebagai manusia biasa  penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini 
memiliki banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Untuk itu kritik dan 
saran senantiasa diterima penulis guna penyempurnaan di masa yang akan 
datang. Atas segala ucapan dan perbuatan yang tidak berkenan selama ini 
penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata penulis 
mengharapkan agar kelak skripsi ini dapat memberi sumbangan ilmu 
pengetahuan bagi kita semua.  
 
Makassar, 20 Januari 2016 
 
Penulis 
xi 
 
DAFTAR ISI 
 
HALAMAN SAMPUL .......................................................................................i 
HALAMAN JUDUL ..........................................................................................ii 
HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................iii 
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..................................................iv 
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI ..........................v 
ABSTRAK ......................................................................................................vi 
KATA PENGANTAR .....................................................................................vii 
DAFTAR ISI ....................................................................................................xi 
BAB I PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang ............................................................................................1 
B. Rumusan Masalah ....................................................................................10 
C. Tujuan Penelitian ......................................................................................10 
D. Manfaat Penelitian ....................................................................................10 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tindakan/Perbuatan Pemerintah ...........................................................12 
   1. Perbuatan/Tindakan Hukum Pemerintah ...............................................14 
   2. Unsur-Unsur Tindakan/Perbuatan Pemerintah ......................................16 
   3. Cara-Cara Pelaksanaan Tindakan/Perbuatan Pemerintah ....................17 
   4. Kedudukan Pemerintah Dalam Hukum Publik .......................................20 
xii 
 
   5. Tugas Pemerintah Dalam Negara Welfare State ...................................23 
   6. Prinsip Good Governance dan AAUPB ..................................................25 
B. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ............................................32 
   1. Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa .....................................................37 
   2. Metode Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ................................38 
   3. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa ..........................................43 
   4. Makna dan Pengertian Kontrak Dalam PBJ ...........................................56 
   5. Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ................................57 
   6. Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa di Bidang Konstruksi .................68 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian .................................................................................73 
B. Jenis dan Sumber Data ......................................................................73 
C. Teknik Pengumpulan Data .................................................................74 
D. Analisis Data ......................................................................................74 
BAB IV PEMBAHASAN 
4.1. Pelaksanaan Terjadinya Kontrak Kerjasama Pemerintah Dalam 
Pengadaan Barang/Jasa di Universitas Hasanudddin .............................75 
     4.1.1. Proses/Mekanisme Pelaksanaan (Timbul Kontrak) Dalam 
Pengadaan Barang/Jasa ...............................................................................75 
     4.1.2. Format Subtansi/Isi Kontrak Kontrak Kerja Konstruksi ...................82 
xiii 
 
4.2. Kedudukan dan Kewenangan Pemerintah Dalam Kontrak Kerjasama 
Dengan Pihak Swasta .................................................................................88 
     4.2.1. Kedudukan .....................................................................................88 
     4.2.2. Kewenangan ..................................................................................94 
BAB V PENUTUP 
V.1. Kesimpulan .........................................................................................100 
V.2. Saran ...................................................................................................101 
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................102 
LAMPIRAN .................................................................................................103 
1 
 
 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A.  Latar Belakang 
Tujuan negara yang termaktub pada Alinea Keempat Pembukaan 
UUD 1945 khusus pada kata “Memajukan Kesejahteraan Umun” banyak 
yang menyatakan bahwa Indonesia menganut paham negara 
Kesejahteraan (welfare state). Pada saat perumusan UUD 1945, 
Muh.Yamin berkata, “Bahwa negara yang akan dibentuk itu hanya 
semata-semata untuk seluruh rakyat, untuk kepentingan seluruh bangsa 
yang akan berdiri kuat di dalam negara yang menjadi kepunyaannya”.1  
A. Hamid S. Attamimi (Ridwan.HR., 2014:17) menyatakan, bahwa 
Negara Indonesia memang sejak didirikan bertekad menetapkan dirinya 
sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, sebagai Rechsstaat. 
Bahkan Rechtsstaat Indonesia itu ialah Rechtsstaat yang memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan 
suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rechsstaat itu ialah 
Rechsstaat yang materiil, yang sosial yang oleh Bung Hatta disebut 
Negara Pengurus, suatu terjemahan dari Verzorgingsstaat.2 
                                                          
1 Ridwan HR,  2014, Hukum Administrasi Negara,  Rajawali Pers:Jakarta, hlm.18. 
2 Ibid. hlm. 18 
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Indonesia terggolong sebagai negara kesejahteraan karena tugas 
pemerintah tidak hanya di bidang pemerintahan saja, tetapi juga 
memajukan kesejahteraan umum  atau melaksanakan kesejahteraan 
sosial dalam rangka mencapai tujuan negara yang dijalankankan melalui 
pembangunan nasional (Sjachran Basah, 1985:2). 
Maka dari itu salah satu ciri konsep negara kesejahteraan adalah 
kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Bagir 
Manan (Ridwan.HR., 2014:19) menyebutkan bahwa dimensi sosial 
ekonomi dari negara berdasar atas hukum adalah berupa kewajiban 
negara atau pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan 
sosial (kesejahteraan umum) dalam suasana sebesa-besarnya 
kemakmuran menurut asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat.  
Secara konstitusional, terdapat kewajiban negara  dan pemerintah 
untuk mengatur dan mengelola perekonomian, cabang-cabang produksi 
dan kekayaan alam dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial  
pada  Pasal 33 ayat 2 dan 3 secara jelas mengatur bahwa:  
“Cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat 
hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. 
Dan Pasal 3 menyebutkan: Bumi, air dan kekayaan alam yang 
terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 3 
                                                          
3 UUD 1945 Pasal 33 ayat 2 dan 3. 
3 
 
 
 
Dari pengertian di atas secara jelas Indonesia menyatakan dirinya 
sebagai negara kesejahteraan (welfare state) yang bermakna bahwa 
kesejahteraan sosial dalam hal kesejahteraan seluruh rakyat merupakan 
tujuan utama pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Kesejahteraan sosial adalah hal yang utama dalam cita-cita 
kemerdekaan. Terlihat dari Pasal 33 UUD 1945 yang memberi arti bahwa 
pembangunan ekonomi nasional haruslah bermuara pada peningkatan 
kesejahteraan sosial.  Pasal tersebut  merupakan pasal yang menekankan 
pada negara selaku penyelenggara pemerintahan untuk mengutamakan 
kepentingan bersama masyarakat, tanpa mengabaikan kepentingan 
individu orang-perorang.  
Secara sederhana Pasal 33 UUD 1945 juga bermakna bahwa 
negara harus menjaga apa yang terkandung di dalam dirinya termasuk 
keselamatan, ketahanan ekonomi dan kekayaan negara dalam hal ini 
sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dari penguasaan 
golongan atau pribadi tertentu, serta menguasai cabang-cabang produksi 
penting meliputi fasilitas umum yang kemanfaatannya digunakan untuk 
kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu Pasal 33 UUD 
1945 mengamanatkan wajibnya keterlibatan pemerintah dalam menata 
perekonomian Indonesia. Penguasaan untuk cabang-cabang produksi 
yang penting bagi hajat hidup orang banyak haruslah tetap dikuasai oleh 
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negara. Kekuasaan disini dalam arti kekuasaan dalam pengendalian, 
kontrol, pengaturan dan pengelolaan.  
Merujuk pada Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang 
Administrasi Pemerintahan pada  Pasal 1 angka 2 menyatakan, fungsi 
pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi 
pemerintahan meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, 
pemberdayaan, dan pelindungan.4 Selanjutnya  dalam melaksanakan 
fungsi tersebut pemerintah dalam praktiknya melakukan berbagai 
tindakan, baik tindakan nayata maupun tindakan hukum.5 
Menurut H.J.Romeijn (Ridwan.HR,2014:110) tindakan hukum 
pemerintah adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ 
pemerintahan atau administrasi negara yang dimkasudkan untuk 
menimbulkan akibat-akibat hukum dalam bidang pemerintah atau 
administrasi negara. Pada Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 30 Tahun 2014 
berbunyi: Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut 
Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara 
negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan 
konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.6  
                                                          
4 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 2. 
5 Ridwan.HR.Op.cit., hlm. 109. 
6 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 1 angka 8. 
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Adminitrasi Negara/Pemerintah diserahi tugas menyelenggarakan 
kesejahteraan umum (Bestuurszorg). Bestuurszorg meliputi segala 
lapangan kemasyarakatan di mana turut serta pemerintah secara aktif 
dalam pergaulan manusia. Diberinya tugas Besstuurszorg tersebut seperti 
misalnya, tugas menyelenggarakan kesehatan rakyat, menyelenggarakan 
pengajaran bagi seluruh warga negara, menyelenggarakan perumahan 
yang baik dan tugas lain sebagainya.7 
Administrasi Negara apa yang disebut Dr. Lemaire (C.S.T Kansil 
dan Christine,2005:17) Bestuurszorg, yakni menyelenggarakan 
kesejahteraan umum oleh pemerintah. Bestuurszorg itu menjadi tugas 
pemerintah dalam istilah negara kesejahteraan modern (Walfare State), 
yaitu suatu negara hukum  modern yang memeperhatikan kepentingan 
seluruh rakyat.  
Konsep negara kesejahteraan menurut Bagir Manan adalah negara 
hukum atau pemerintah yang tidak semata-mata sebagai penjaga 
keamanan atau ketertiban masyarakat tetapi juga sebagai pemikul utama 
tanggung jawab dalam mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, 
dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sejalan dengan 
pendapat Bagir Manan, Sjahran Basah berpendapat bahwa tujuan 
pemerintah tidak semata-mata dibidang pemerintahan saja, melainkan 
                                                          
7 C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2005, Modul Hukum Administrasi Negara, 
Jakarta, hlm. 17. 
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juga harus melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai 
pembangunan nasional.8 
Pemerintah disuatu negara modern “welfare state” mengutamakan 
kepentingan seluruh rakyat, yang merupakan suatu konsekuensi yang 
memaksa-turut secara aktif dalam pergaulan sosial sehingga 
kesejahteraan sosial bagi semua orang tetap terpelihara.9 Agar dapat 
menjalankan tugasnya itu maka Administrasi Negara melakukan berbagai 
macam perbuatan/tindakan. 
Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan negara, dalam hal 
mengurusi kepentingan rakyat dan melaksanakan tugas mewujudkan 
kesejahteraan umum (Bestuurszorg) maka sangat dibutuhkan hal-hal 
yang menunjang terlaksananya aktivitas pelayanan publik. Oleh karena itu 
pemerintah harus memastikan adanya pengadaan kebutuhan publik 
seperti barang dan jasa.  
Mengingat besarnya nilai pengadaan barang/jasa dan 
konstribusinya bagi perekonomian negara serta banyaknya pihak yang 
terlibat dalam pengadaan tersebut, maka perwujudan sistem pengadaan 
barang dan jasa yang baik sangat diharapkan. Sistem pengadaan barang 
dan jasa yang baik adalah sistem pengadaan yang mampu menerapkan 
                                                          
8 Ida Nurlinda, Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum, Jakarta, Rajawali 
Pers, 2009, hal.15 
9 E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang, Pengantar Hukum Adminstrasi Negara, PT Ichtiar 
Baru, Jakarta, 1985. Hal. 8 
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prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),  
mendorong efesiensi dan efektivitas belanja publik.  
Pemerintah akan menjadi menyimpang jika terus menerus tidak 
mampu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dalam 
hal sistem pengadaan jika tidak mencerminkan atau jauh dari prinsip-
prinsip hukum publik dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam 
mengatur dan mengontrol aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam 
berbagai tindakannya, sehingga praktik KKN dan berbagai penyimpangan 
lainnya akan menjadi sebuah kelaziman dan kebiasaan. 
Pembangunan infrastuktur berupa sarana dan prasarana sebagai 
penunjang tercapainya tujuan bernegara memang tidak dapat dihindarkan. 
Namun tidak dapat juga dihindarkan kenyataan bahwa pemerintah 
mempunyai kemampuan terbatas sehingga dibutuhkan kerjasama dengan 
pihak swasta dalam mewujudkan semua kebutuhan tersebut. Maka 
perjanjian pemerintah sebagai penentu kebijakan negara dengan swasta 
sebagai pihak yang bekerja sama untuk mewujudkan lancarnya 
pembangunan sarana dan prasarana juga tidak dapat dihindarkan. 
Selanjutnya kontrak kerjasama pemerintah, dengan swasta menjadi suatu 
hal yang dapat dilakukan. 
Sebagaimana tata cara pengadaan barang dan jasa dalam Pepres 
No. 54 tahun 2010 dilakukan dengan melalui  swakelola dan dilakukan 
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melalui penyedia barang/jasa.10 Dalam kegiatan penyediaan barang/jasa 
melalui penyedia barang/jasa dalam hal ini biasa dikerjasamakan dengan 
badan usaha, orang perseorangan, usaha mikro, usaha kecil, perusahaan 
asing dan lain sebagainya selama ia mampu menyediakan barang/jasa 
menginstruksikan adanya sebuah kontrak kerjasama. 
Kita ketahui bahwa pemerintah adalah subjek hukum, pendukung 
hak dan kewajiban-kewajiban yang merupakan badan hukum publik dan 
penyelenggara urusan publik, oleh karena itu setiap tindakan-tindakannya 
haruslah berdasar pada hukum publik dan bertujuan untuk publik atau 
kepentingan umum. Tidak terlepas ketika pemerintah melakukan tindakan 
dalam wujud kerjasama dengan pihak ketiga/swasta, dalam hal ini 
melakukan sebuah kontrak kerjasama dengan pihak lain maka prinsip-
prinsip hukum publik harus menjadi dasar pemerintah untuk bertindak. 
Sebagaimana amanat dalam pasal 33 UUD 1945. 
Namun, jika ditelaah secara mendalam terhadap berbagai tindakan 
pemerintah dalam melakukan kontrak kerjasama dengan pihak swasta 
faktanya cenderung mengabaikan prinsip hukum publik dan asas-asas 
umum pemerintahan yang baik, nafas kepentingan privat yang  menjadi 
dominan. Padahal pemerintah dalam praktik ini seharusnya bertindak atas 
dasar hukum publik dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good 
governance) yang terjabarkan dalam asas-asas umum pemerintahan yang 
                                                          
10 Perpres No. 54 tahun 2010 pasal 1 ayat 12 dan 20. 
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baik (AAUPB) dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik bagi 
rakyat. Karena, pelayanan publik (public service) adalah produk yang 
dihasilkan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam rangka 
melaksanakan fungsi dan tugas pemerintah untuk penyelenggaraan 
kepentingan umun demi melaksanakan kewajibannya untuk kesejahteraan 
sosial bagi seluruh rakyat. Dan juga tidak dilupakan bahwa asas legalitas 
berlaku bagi segala kegiatan/tindakan pemerintah atau dengan kata lain 
setiap tindakan pemerintah senantiasa berdasarkan hukum/peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Dan pula tak kalah menariknya mengenai perihal di atas mungkin 
tersebab di kalangan para akademisi ada yang memahami bahwa Konsep 
Perjanjian Kerjasama oleh pemerintah dimaknai sama dengan kontrak-
kontrak pada umumnya yang dilakukan oleh pihak swasta. Seperti penulis 
kutip dari salah satu Jurnal Penelitian berjudul “Perjanjian Kerjasama 
antara Pemerintah dan Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur Publik” 
ditulis oleh Zainal Asikin, (2011:59) mengatakan bahwa: 
 “Konsep perjanjian atau kontrak adalah sebuah konsep yang 
bermakna sama maka perjanjian kerjasama antara pemerintah dengan 
pihak swasta dalam penelitian ini (Baca:penelitiannya) adalah perjanjian 
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yang memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 BW. Yaitu suatu perjanjian 
kerjasama yang terbatas pada penyediaan pelayanan publik.”11 
 
Padahal, pelaksanaaan suatu tindakan pemerintah yang 
menginstruksikan adanya sebuah kontrak  berbeda dengan 
dasar/landasan konstruksi kontrak pada umumnya yang dikenal dalam 
Hukum Perdata yang ketentuannya termaktub dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata. Sebab, pemerintah memiliki kedudukan khusus, 
yang berbeda dengan badan hukum lainnya. Pemerintah selalu bertindak 
atas nama jabatan dan tunduk pada ketentuan hukum publik yang 
mengaturnya itulah mengapa syarat-syarat kontrak/asas berkontrak yang 
terdapat/diatur dalam ketentuan kontrak KUHPerdata tidak menjadi dasar 
pemerintah dalam melakukan tindakannya dalam membuat sebuah surat 
perjanjian kerjasama yang selanjutnya disebut kontrak. 
Berdasarkan uraian di atas penulis kemudian ingin mengangkat 
sebuah penelitian berjudul “Tindakan Pemerintah Dalam Melakukan 
Kontrak Kerjasama Dengan Pihak Swasta” dalam hal ini kontrak 
pengadaan barang/jasa pemerintah dalam rangka penyediaan fasilitas 
pendidikan di lingkungan Universitas Hasanuddin.  
                                                          
11 Zainal Asikin, 2011, “Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah dan Swasta dalam 
Penyediaan Infrastruktur Publik”, Jurnal Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas 
Mataram Tahun, hlm.59. 
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B. Rumusan Masalah 
Berkaitan dengan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang 
hendak penulis ajukan yaitu :  
1. Bagaimana pelaksanaan kontrak kerjasama pemerintah dengan pihak 
swasta dalam pengadaan barang dan jasa (fasilitas pendidikan) di 
Universitas Hasanuddin? 
2. Bagaimana kedudukan dan kewenangan pemerintah dalam kontrak 
kerjasama dengan pihak swasta? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kontrak kerjasama 
pemerintah dengan pihak swasta dalam pengadaan barang dan jasa 
(fasilitas pendidikan) di Universitas Hasanuddin 
2. Untuk mengetahui kedudukan dan kewenangan pemerintah dalam 
kontrak kerjasama dengan pihak swasta 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai tindakan 
pemerintah dalam melakukan kontrak kerjasama dengan pihak swasta 
dalam pandangan hukum publik 
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 
masukan untuk mencegah kesalahpahaman terkait tindakan 
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pemerintah dalam praktik/pelaksanaan kontrak kerjasama dengan 
pihak swasta dalam hal pengadaan barang dan jasa terhadap 
penyediaan infrastruktur sosial atau penyediaan fasilitas umum dalam 
aspek pendidikan. 
3. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis 
berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya 
disiplin ilmu Hukum Administrasi Negara. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tindakan/Perbuatan pemerintah 
Istilah tindakan atau perbuatan pemerintahan itu sendiri terambil 
dari kata “tindak” atau “berbuat” (handeling, act.). dalam kamus Besar 
Bahasa Indonesia (KBBI) kata tindakan atau perbuatan (headelingen, 
action) dimaksudkan sebagai suatu bentuk perilaku kegiatan yang 
dilakukan oleh seseorang atau badan (organ) yang membawa pada akibat 
tertentu. Dalam kepustakaan hukum administrasi dijelaskan bahwa 
sebagai subjek hukum maka tindakan atau perbuatan pemerintahan sama 
seperti subjek hukum lainnya yakni, dapat melakukan berbagai tindakan 
atau perbuatan baik berupa tindakan atau perbuatan nyata pemerintahan 
(feitelike handelingen) maupun berupa tindakan atau perbuatan hukum 
pemerintahan (rechtshandelingen).12 
Konsep tindakan atau perbuatan hukum dalam lapangan hukum 
perdata tersebut kemudian diambil alih dan digunakan pula dalam 
lapangan hukum administrasi, sehingga dalam hukum administrasi dikenal 
pula istilah tindakan atau perbuatan hukum administrasi dan/atau 
pemerintahan. Walaupun diambil dari konsep hukum perdata namun 
terdapat perbedaan dalam konsep hukum administrasi. Dalam konsep 
                                                          
12 Aminuddin Ilmar, 2013,  Hukum Tata Pemerintahan, Kencana, Jakarta, hal.144 
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hukum perdata tindakan atau perbuatan hukum memerlukan persetujuan 
para pihak atau perbuatan hukum memerlukan persetujuan para pihak 
atau persesuaian kehendak, sedangkan dalam konsep hukum 
administrasi tindakan atau perbuatan pemerintahan itu tidak memerlukan 
peretujuan atau kehendak warga masyarakat oleh karena itu bersifat 
sepihak mengikat.13 
Bila dikatakan tindakan hukum pemerintah itu merupakan 
pernyataan kehendak sepihak dari organ pemerintahan dan membawa 
akibat hukum atau keadaan hukum yang ada, maka kehendak organ 
tersebut tidak boleh mengandung cacad seperti kekhilafan (dwaling), 
penipuan (bedrog), paksaan (dwang), dan lain-lain yang menyebabkan 
akibat-akibat hukum yang tidak sah. Di samping itu, karena setiap 
tindakan pemerintah itu harus didasarkan pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku, maka dengan sendirinya tindakan tersebut tidak 
boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan yang 
bersangkutan, yang dapat menyebabkan akibat-akibat hukum yang 
muncul itu batal (nietig), atau dapat dibatalkan (nietigbaar).14 
Pada dasarnya dalam suatu Negara hukum setiap tindakan hukum 
pemerintahan atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan harus 
                                                          
13 Ibid., hal. 145-146 
14 Ridwan HR, op.cit., hal. 111. 
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berdasarkan pada asas legalitas.15 Atau dengan kata lain harus sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Mengenai pengertian perbuatan permerintah, menurut Van 
Vollenhoven yang dimaksud dengan tindakan pemerintahan 
(bustuurhandeling) adalah pemeliharaan kepentingan Negara dan rakyat 
secara spontan dan tersendiri oleh penguasa tinggi dan rendahan. 
Sedangkan menurut Komisi Van Poelje dalam laporannya Tahun 1972 
yang dimaksudkan dengan Puliek Rechtelijke Handeling atau tindakan 
dalam hukum publik adalah tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh 
penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan.16  
Menurut A.M Donner fungsi pemerintahan dalam istilahnya yaitu, 
penyelenggaraan kepentingan umum oleh dinas publik.17 Jadi dapat 
disimpulkan bahwa tindakan pemerintahan adalah suatu perbuatan yang 
dilakukan oleh organ pemerintah dalam hal penyelenggaraan kepentingan 
umum demi memelihara kepentingan Negara dan rakyat. 
 Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan kepentingan-
kepentingan umum, pemerintah melakukan berbagai tindakan atau 
perbuatan-perbuatan. Aktivitas atau pembuatan itu pada garis besarnya 
dibedakan ke dalam dua gologan, yaitu: 
                                                          
15 UU. Adimistrasi Pemerintahan,Nomor. 30 Tahun 2014, Pasal 5 Huruf  a. 
16 ST.Marbun dan Moh.Mahfud,MD. Pokok-Pokok Hukum Administrasi 
Negara,(Yogyakarta: Liberti,1987),hlm.70. 
17 Ridwan, HR. Op.cit., hlm.31. 
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1. Rechtshandelingen (golongan perbuatan hukum) 
2. Feitelijke handelingen (golongan yang bukan perbuatan hukum).18 
Dari kedua golongan perbuatan tersebut yang penting bagi hukum 
administrasi negara adalah golongan perbuatan hukum (hechts 
handelingen), sebab perbuatan tersebut langsung menimbulkan akibat 
hukum tertentu bagi hukum administrasi Negara, oleh karena perbuatan 
hukum ini membawa akibat pada hubungan hukum atau atau keadaan 
hukum yang ada, maka perbuatan tersebut tidak boleh mengandung 
cacat, seperti kehilafan (dwaling), penipuan (bedrog), paksaan (dwang). 
Disamping itu tindakan hukum tersebut harus didasarkan pada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan sendirinya 
tindakan tersebut tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan 
peraturan peraturan yang bersangkutan.19 Sedangkan golongan 
perbuatan yang bukan perbuatan hukum tidak dibahas dalam tulisan ini. 
Disebutkan bahwa tindakan hukum pemerintah adalah tindakan 
tindakan yang dilakukan oleh organ pemerintahan atau administrasi 
negara yang dimakasudkan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum 
dalam bidang pemerintah atau administrasi negara.  
                                                          
18 Ibid,hlm.109. 
19 Ibid, hlm. 111. 
17 
 
 
 
Berdasarkan kelaziman sistematik (menurut sistem), hukum itu 
dibagi dalam dua golongan, yakni privat (sipil) dan hukum publik, oleh 
sebab itu perbuatan hukum itu ada dua kategori pula : 
a. Perbuatan menurut hukum privat, dan 
b. Perbuatan menurut hukum publik. 
Pembagian tersebut bukanlah pembagian yang absolut (mutlak). 
Sering juga, administrasi negara mengadakan hubungan hukum 
(reschtshandeling)  dengan subyek hukum lain berdasarkan hukum 
privat.20 
Cara menentukan apakah tindakan atau perbuatan pemerintah itu 
diatur oleh hukum privat atau hukum publik adalah melihat kedudukan 
hukum dari pemerintah dalam menjalankan tindakan atau perbuatan 
tersebut. Jika pemerintah bertindak atau berbuat dalam kualitasnya 
sebagai pemerintah maka hanya hukum publiklah yang berlaku, jika 
pemerintah bertindak atau berbuat dalam kualitas pemerintah, akan tetapi 
dalam kualitas selaku badan atau organ pemerintahan maka hukum 
privatlah yang berlaku. Dengan kata lain, ketika pemerintah terlibat dalam 
pergaulan keperdataan dan bukan dalam kedudukannya sebagai pihak 
yang memelihara kepentingan umum, maka kedudukan hukum 
                                                          
20 E. Utrecht/Moh Saleh Djindang. Op.cit., hal.67. 
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pemerintah tidaklah berbeda dengan kedudukan hukum pihak swasta 
yang tunduk dan patuh pada ketentuan hukum privat.21 
1.  Tindakan Hukum Pemerintah 
 Pebuatan hukum pemerintah menurut hukum publik ada dua 
macam: 
1. Hukum publik bersegi Satu, artinya hukum  publik itu lebih 
merupakan kehendak satu pihak saja yaitu pemerintah. Jadi 
didalamnya tidak ada perjanjian, jadi hubungan hukum yang diatur 
oleh hukum publik hanya berasal dari satu pihak saja yakni 
pemerintah dengan cara menentukan kehendaknya sendiri. 
2. Perbuatan hukum publik yang bersegi dua. Menurut Van Der Pol, 
Kranenberg-Vegting, Wiarda dan Donner mengakui adanya hukum 
publik yang bersegi dua atau adanya perjanjian menurut hukum 
publik. Mereka memberi contoh tentang adanya “Kortverband 
Contract” (perjanjian kerja jangka pendek) yang diadakan seorang 
swasta sebagai pekerja dengan pihak pemerintah sebagai pihak 
pemberi pekerjaan.22 
 Menurut Ridwan.HR, (2014:223) ketika pemerintah melakukan 
tindakan hukum publik, ia menggunakan wewenang yang diberikan oleh 
                                                          
21 Aminuddin Ilmar, op.cit., hal.159-160. 
22 Lutfichakim, “Perbuatan Pemerintah”, diakses dari http://www.lutfichakim.com/2011/08. 
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peraturan perundang-undangan, karena itu tindakannya selalu bersifat 
sepihak. Meskipun demikian, bila pemberian wewenang itu mengandung 
kebebasan atau “freies Ermessen/discretionary power”, pemerintah dapat 
melaksanakan wewenangnya dengan menggunakan mekanisme 
kerjasama (samenworking). 23Jadi dapat dikatakan bahwa setiap tindakan 
hukum pemerintahan tunduk pada batasan-batasan yuridis. Tindakan 
Pemerintah dengan instrumen yuridis apapun yang digunakan harus tetap 
dalam koridor hukum/perundang-undangan dan diarahkan untuk 
mewujudkan kesejahteraan umum (bestuurszorg), sesuai dengan awal 
munculnya konsep negara hukum modern (welfare state).24 
2.  Unsur-unsur Tindakan Pemerintahan 
Muchsan menyebutkan unsur-unsur tindakan pemerintahan 
sebagai berikut: 
1. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintahan dalam 
kedudukanya sebagai penguasa maupun sebagai alat 
pemerintahan dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri. 
2. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan 
fungsi pemerintahan. 
3. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk 
menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi. 
                                                          
23 Ridwan.HR., Op.cit. hlm.223 
24 Ibid, hlm. 226. 
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4. Perbuatan tersebut menyangkut pemeliharaan kepentingan 
negara dan rakyat. 
5. Perbuatan itu harus didasarkan pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku.25 
 
3. Cara Pelaksanaan Tindakan Pemerintahan 
Dalam praktiknya urusan pemerintahan tidak dijalankan sendiri oleh 
pemerintah, namun dijalankan pula oleh pihak-pihak lain bahkan juga 
pihak swasta yang diberi wewenang untuk menjalankan urusan 
pemerintahan dalam kerangka hubungan kerjasama .  
Menurut E. Utrech tindakan pemerintahan itu dapat dilakukan dengan 
berbagai cara yaitu: 
1. Yang bertindak ialah administrasi Negara sendiri. 
2. Yang bertindak ialah subyek hukum (sama dengan badan hukum) 
lain yang tidak termasuk administrasi Negara dan yang mempunyai 
hubungan istimewa atau hubungan biasa dengan pemerintah. 
3. Yang bertindak ialah subyek hukum lain yang tidak termasuk 
administrasi Negara dan menjalani pekerjaanya berdasarkan suatu 
keonsesi atau berdasarkan izin (vergunning) yang diberikan oleh 
pemerinta. 
                                                          
25 Ibid, hlm. 113 
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4. Yang bertindak ialah subyek hukum lain yang tidak masuk 
administrasi Negara dan yang diberi subsidi pemerintah. 
5. Yang bertindak ialah pemerintah bersama-sama subyek hukum lain 
yang bukan administrasi negara dan kedua belah pihak itu 
bergabung dalam bentuk kerjasama (vorm van samenwerking) 
yang diatur oleh hukum privat. 
6. Yang bertindak ialah yayasan yang didirikan oleh pemerintah atau 
diawasi pemerintah. 
7. Yang bertindak ialah subyek hukum lain yang bukan administrasi 
Negara tetapi diberi sesuatu kekuasaan memerintah (delegasi 
perundang-undangan).26 
 
Pada dasarnya semua tindakan hukum yang dilakukan oleh 
pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang 
berlaku (Asas Legalitas). Maka tindakan tersebut tidak boleh menyimpang 
atau bertentangan dengan peraturan-peraturan yang bersangkutan. 
Dalam hal ini pemerintah memiliki kedudukan yang khusus (do overhead 
als bijzonder persoon), sebagai satu-satunya pihak yang diserahi 
kewajiban untuk mengatur dan menyelenggarakan kepentingan umum 
dimana dalam rangka melaksanakan kewajiban ini kepada pemerintah 
diberikan wewenang membuat peraturan perundang-undangan, 
                                                          
26 Ibid, hlm. 121-122. 
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menggunakan paksaan pemerintahan, atau menerapkan sanksi-sanksi 
hukum.27 
Pemerintah juga mempunyai kedudukan yang tidak dimiliki oleh 
seseorang ataupun badan hukum perdata. Ini menyebabkan hubungan 
hukum antara pemerintah dengan seseorang dan badan hukum perdata 
bersifat ordinatif. Tetapi meskipun hubungan hukumnya bersifat ordinatif, 
pemerintah tidak dapat melakukan tindakan hukum secara bebas dan 
semena-mena terhadap warga negara.28 
 Sebagaimana telah disebutkan tindakan hukum pemerintah tetap 
terikat pada asas legalitas. Kalaupun dikenal adanya tindakan hukum 
pemerintah dua pihak atau lebih, maka hal ini hanya menyangkut 
mengenai cara untuk melaksanakan atau merealisasikan tindakan 
tersebut. Disebutkan bahwa tindakan hukum dua pihak diatur dengan 
peraturan bersama. Kemunculan peraturan bersama pada hakikatnya 
hanyalah menyangkut cara untuk melaksanakan tugas dan urusan 
pemerintahan tertentu kebetulan ada kesamaan dengan organ 
pemerintahan lainnya atau karena ada tujuan agar pelaksanaan tugas dan 
urusan tersebut dapat terselenggara secara efektif dan efisien jika 
dilakukan secara bersama-sama.   
                                                          
27 Ibid, hlm. 120. 
28 Ibid, hlm 120 
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Hal ini karena ruang lingkup pemerintahan demikian luas dan 
kompleks sehingga untuk efektivitas dan efisiensi terkadang diperlukan 
pula keterlibatan pihak lain atau pihak swasta, yang diwujudkan dengan 
cara kerjasama atau perjanjian. Tindakan hukum pemerintah yang 
dilakukan dengan melibatkan pihak swasta  ini disebut sebagai tindakan 
hukum campuran (de gemengd rechtshandeling).29 
 4.  Kedudukan Pemerintah Dalam Hukum Publik 
Kedudukan hukum pemerintah yang mewakili dua institusi, tampil 
dengan “twee petten” dan diatur dengan dua bidang hukum yang berbeda, 
yaitu hukum publik dan hukum privat, akan melahirkan tindakan hukum 
dengan akibat-akibat hukum juga yang berbeda. Dalam praktik agak 
kesukaran membedakan kapan tindakan hukum pemerintah itu diatur oleh 
hukum publik dan kapan diatur oleh hukum privat dan tunduk pada hukum 
perdata, apalagi adanya kenyataan tindakan hukum pemerintah tidak 
selalu dilakukan oleh organ pemerintah, tetapi juga oleh seseorang atau 
badan hukum perdata dengan syarat tertentu.  
Di samping itu, ada pula kesukaran lain dalam menentukan garis 
batas tindakan hukum pemerintah apakah bersifat publik atau privat 
terutama sehubungan dengan adanya dua macam tindakan hukum publik, 
yaitu yang bersifat murni, sebagai tindakan hukum yang dilaksanakan 
                                                          
29 Ibid, hlm.121. 
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berdasarkan kewenangan hukum publik, dan bersifat campuran antara 
hukum publik dan hukum privat. 
Telah jelas bahwa pemerintah atau administrasi negara adalah 
subjek hukum yang mewakili dua institusi yaitu jabatan pemerintahan dan 
badan hukum. Karena wakili dua institusi maka dikenal ada dua macam 
tindakan hukum, yaitu tindakan-tindakan hukum publik 
(publiekrechtshandelingen) dan tindakan hukum privat 
(privaatrechtshandelingen). Di dalam ABAR, tindakan hukum pemerintah 
dijelaskan sebagai berikut. 
“Tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam 
menjalankan pemerintahannya dapat dibedakan dalam tindakan 
hukum publik dan tindakan hukum privat. Tindakan publik berarti 
tindakan hukum yang dilakukan tersebut didasarkan pada hukum 
publik, sedangkan tindakan hukum privat adalah tindakan hukum 
yang didasarkan pada ketentuan hukum privat”. 
Kedudukan hukum pemerintah yang mewakili dua institusi, tampil 
dengan “twee petten” dan diatur dengan dua bidang hukum yang berbeda, 
yaitu hukum publik dan hukum privat, akan melahirkan tindakan hukum 
dengan akibat-akibat hukum yang berbeda.30 
                                                          
30 Ibid, hal.115 
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Dalam persepktif hukum publik, Negara adalah organisasi jabatan. 
Menurut Logemann “Dalam bentuk kenyataan sosialnya, Negara adalah 
organisasi yang berkenaan dengan berbagai fungsi. Yang dimaksud 
dengan fungsi adalah lingkungan kerja yang terperinci dalam 
hubungannya secara keseluruhan. Fungsi-fungsi ini dinamakan jabatan. 
Negara adalah organisasi jabatan.” 
 Menurut Bagirmanan, jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap 
yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan mencerminkan 
tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Negara berisi berbagai jabatan 
atau lingkungan kerja tetap dengan berbagai fungsi untuk mencapai 
tujuan Negara. Dengan kata lain, jabatan adalah suatu lingkungan 
pekerjaan tetap (kring van vaste werkzaamheden) yang diakan dan di 
gunakan guna kepentingan Negara. Jabatan itu bersifat tetap, sementara 
pemegang jabatan (ambstdrager) dapat berganti-ganti.31 
Menurut P. Nicolai dan kawan-kawan, ada beberapa ciri yang 
terdapat pada jabatan atau organ pemerintahan yaitu : 
1. Organ pemerintah menjalankan wewenang atas nama dan 
tanggung jawab sendiri, yang dalam pengertian modern, diletakkan 
sebagai pertanggung jawaban politik dan kepegawaian atau 
                                                          
31 Ibid, hlm. 71 
26 
 
 
 
tanggung jawab pemerintah sendiri di hadapan hakim. Organ 
pemerintah adalah pemikul kewajiban tanggung jawab. 
2. Pelaksanaan wewenang dalam rangka menjaga dan 
mempertahankan norma hukum administrasi, organ pemerintahan 
dapat bertindak sebagai pihak tergugat dalam proses peradilan, 
yaitu dalam hal ada keberatan, banding, atau perlawanan. 
3. Disamping sebagai pihak tergugat, organ pemerintahan juga dapat 
tampil menjadi pihak yang tidak puas, artinya sebagai pengugat. 
4. Pada prinsipnya organ pemerintahan tidak memiliki harta kekayaan 
sendiri. Organ pemerintahan merupakan bagian (alat) dari badan 
hukum menurut privat dengan harta kekayaannya. Jabatan Bupati 
atau Walikota adalah organ-organ dari badan hukum “Kabupaten”. 
Berdasarkan aturan hukum badan umum inilah yang dapat memiliki 
harta kekayaan, bukan organ pemerintahannya.32 
 Meskipun jabatan pemerintahan ini dilekati dengan hak dan 
kewajiban atau diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukum, 
namun jabatan tidak dapat bertindak sendiri. Jabatan dapat melakukan 
perbuataan hukum, yang dilakukan melalui perwakilan 
                                                          
32 Ibid, hlm. 74-75. 
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(vertegenwoordinging) yaitu penjabat (ambtsdrager), yang bertindak atas 
jabatan itu.33 
 Menurut E. Utrecht oleh diwakili penjabat, maka jabatan itu 
berjalan. Yang menjalankan hak dan kewajiban yang didukung oleh 
jabatan ialah penjabat. Jabatan bertindak dengan perantaraan 
penjabatnya. P. Nicolai dan kawan-kawan menyebutkan bahwa : 
“Kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan harus 
dijalankan oleh manusia. Tenaga dan pikiran mereka yang ditunjuk untuk 
menjalankan fungsi organ tersebut yaitu para penjabat”. Berdasarkan 
ketentuan hukum, penjabat hanya menjalankan tugas dan wewenang, 
karena penjabat tidak “memiliki” wewenang. Yang memiliki wewenang 
adalah jabatan. 
Logemann, mengatakan, “berdasarkan hukum tata Negara, 
jabatanlah yang dibebani dengan kewajiban, yang berwenang untuk 
melakukan perbuatan hukum, hak dan kewajiban berjalan terus, tidak 
peduli dengan pergantian penjabat”34 
Telah disebutkan bahwa jabatan adalah lingkungan pekerjaan 
tetap, sementara pejabat dapat berganti-ganti. Pergantian pejabat tidak 
memengaruhi kewenangan yang melekat pada jabatan. F.A.M Stroink dan 
                                                          
33 Ibid, hlm. 76. 
34 Ibid, hlm. 77. 
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J.G Steenbeek dalam (Ridwan.HR,2014:77), memberikan ilustrasi 
mengenai perbuatan hukum dari pejabat ini. F.A.M Stroink, mengatakan 
kewenangan pemerintahan yakni hak-hak dan kewajiban itu yang melekat 
pada jabatan. Jika sebagai contoh bupati atau walikota memberikan 
keputusan tertentu, maka berdasarkan hukum keputusan itu diberikan 
oleh jabatan bupati/walikota, dan bukan oleh orang pada saat itu diberi 
jabatan, yakni sebagi bupati/walikota.  
Jabatan dan pejabat diatur dan tunduk pada hukum yang berbeda. 
Jabatan diatur oleh Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara 
sedangkan pejabatn tunduk pada hukum kepegawaian. Ilustrasi yang 
diberikan Bothlingk, mengungkapkan  bahwa pejabat menampilkan dirinya 
dalam dua kepribadian yaitu selaku pribadi dan selaku personifikasi dari 
organ. Dalam Hukum Administrasi Negara, tindakan hukum jabatan 
pemerintahan dijalankan oleh pejabat pemerintah. Dengan demikian, 
kedudukan hukum pemerintah berdasarkan hukum publik adalah sebagai 
wakil (vertegenwoordiger) dari jabatan pemerintahan.35  
5.  Tugas dan Fungsi Pemerintah 
Konsep negara hukum modern/materil (negara kesejahteraan) 
dianut Indonesia, dengan tujuan terwujudnya masyarakat adil dan makmur 
baik spiritual maupun materiil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; 
                                                          
35 Ibid, hlm. 79. 
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sehingga disebut negara hukum Pancasila. Dalam negara hukum 
demikian, maka fungsi/tugas negara Indonesia adalah sebagai berikut : 
a. Fungsi keamanan, pertahanan, dan ketertiban (defence, 
security, and protectional function). Termasuk dalam funsi ini 
adalah fungsi perlindungan terhadap kehidupan, hak milik, dan 
hak-hak lainnya sesuai dengan yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan. 
b. Fungsi kesejahteraan (walfare function), termasuk dalamnya 
social service dan social walfare. Yang jelas seluruh kegiatan 
yang ditujukan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat 
serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
c. Fungsi pendidikan (educational function), termasuk kedalamnya 
tugas penerangan umum nation and character building, 
peningkatan kebudayaan dan sebagainya. 
d. Fungsi mewujudkan ketertiban serta kesejahteraan dunia (world 
peace and human walfare) dalam arti luas.36 
 
Dengan demikian, pada negara hukum Indonesia yang 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, ada keseimbangan dan 
keterpaduan fungsi reguler dan fungsi pembangunan. 
                                                          
36 Muchsan,2000, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan 
Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hal.8. 
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Welfare State adalah konsep Negara yang yang bertujuan untuk 
mensejahterakan warganya. Tugas Pemerintah dalam konsep Negara 
welfare State bukan lagi sebatas penjaga malam tetapi harus turut aktif 
dalam kegiatan masyarakat sehingga kesejahteraan bagi semua orang 
tetap terjamin.  
Dengan demikian Pemerintah harus memberikan perlindungan bagi 
warganya bukan hanya dalam bidang politik tetapi juga dalam bidang 
sosial ekonomi, sehingga kesewenang-wenangan dari golongan kaya 
harus dicegah oleh Pemerintah. Oleh sebab itu tugas Pemerintah 
diperluas dengan maksud untuk menjamin kepentingan umum, sehingga 
lapangan tugasnya mencakup berbagai aspek yang semula menjadi 
urusan masyarakat seperti masalah kesehatan rakyat, pendidikan, 
perumahan, distribusi tanah dan sebagainya. Jadi di dalam Welfare State 
Pemerintah diserahi bestuurzorg yaitu penyelenggaraan kesejahteraan 
umum.37  
Dilihat dari fungsi dan tugas negara tersebut, maka unsur 
terpenting dalam negara Welfare state adalah Jaminan terhadap hak 
asasi manusia, Pemisahan/pembagian kekuasaan, Legalitas 
pemerintahan, Peradilan Administrasi yang bebas dan tidak berpihak, 
                                                          
37 SF. Marbun & Moh. Mahfud MD.“Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara”. Penerbit 
Liberty. 2006, hlm. 41-45. 
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Terwujudnya kesejahteraan umum warga negaranya. (B. Hestu Cipto 
Handoyo. 2003 : 14).38 
 6.  Kewenangan dan Instrumen Pemerintah 
 Kewenangan  
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata wewenang 
memiliki arti :  
1. Hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan  
2. Kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan 
tanggung jawab kepada orang lain  
3. Fungsi yang boleh dilaksanakan  
Sedangkan kewenangan memiliki arti :  
1. Hal berwenang   
2. Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.39 
 Dari referensi yang lain menyebutkan kewenangan adalah hak 
menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi 
                                                          
38 B. Hestu Cipto Handoyo, 2003,  “Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak 
Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia)”. 
Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta. 2003, hlm. 14. 
39Kamus Besar Bahasa Indonesia,Cetakan Pertama Edisi III,(Jakarta: Balai Pustaka,hal.1
272 
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menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga 
menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut 
kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal 
yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.Kewenangan memiliki kedudukan 
yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi 
negara.40 
F.A.M Stroink, mengatakan kewenangan pemerintahan yakni hak-
hak dan kewajiban itu yang melekat pada jabatan.41 
Dalam khasanah hukum administrasi negara dikenal tiga sumber 
kewenangan pemerintah, yaitu : 
a. atribusi, menurut H.D. van Wijk dan Indroharto artibusi adalah 
pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu 
ketentuan dalam perundang-undangan baik yang diadakan oleh 
original legislator ataupun delegated legislator.42 
b. Delegasi, menurut Indroharto mengartikan sebagai pelimpahan 
suatu wewenang yang sudah ada oleh badan atau pejabat 
pemerintah yang telah memperoleh wewenang pemerintah 
secaara atribusi kepada badan atau pejabat pemerintah lain.43 
                                                          
40 Dikutip dari Digital Library Universitas Lampung http://digilib.unila.ac.id/2011 
41 Ridwan,HR. Op.cit. hlm.77 
42 Irfan Fachruddin, 2004, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan 
Pemerintah, PT. Alumni, Bandung, hal. 50 
43 Ibid., hal. 51-52 
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c. Mandat, menurut H.D. van wijk mengartikan mandat yaitu bila 
organ yang secara resmi memiliki wewenang pemerintah 
tertentu tidak dapat menangani sendiri wewenang tersebut. 
para pegawai bawahan dapat diperintahkan untuk menjalankan 
wewenang tersebut atas nama organ yang sesungguhnya 
diberi wewenang.44 
  Instrumen Pemerintahan 
Instrumen atau sarana pemerintah merupakan alat atau sarana 
yang ada pada pemerintah untuk dapat melakukan suatu tindakan atau 
perbuatan hukum pemerintah dengan menggunakan berbagai jenis atau 
macam istrumen pemerintahan. Dengan kata lain instrumen pemerintahan 
tidak lain adalah suatu alat atau sarana yang ada apa pada pemerintah 
dan dapat diguanakan secara langsung oleh pemerintah dalam 
melaksanakan atau menyelenggarakan berbagai fungsi dan tugasnya.45 
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan itu maka 
organ atau badan pemerintahan memiliki atau mempunyai kewenangan 
untuk dapat menggunakan berbagai macam instrumen atau sarana 
pemerintahan yang diwujudkan dalam suatu tindakan atau perbuatan 
pemerintahan.  Dalam kepustakaan hukum administrasi negara dikenal 
berbagai macam instrumen pemerintahan yang dapat digunakan oleh 
                                                          
44 Ibid., hal. 53 
45 Amininuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, op.cit., hal.169 
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pemerintah untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya. Instrumen 
pemerintahan tersebut dapat dibagi dalam dua kategori yakni, instrumen 
atau sarana hukum publik dan instrumen atau sarana hukum privat atau 
keperdataan.  
Dipergunakannya instrumen hukum privat atau keperdataan dalam 
pelaksanaan berbagai fungsi dan tugas pemerintahan tidak lain sebagai 
akibat adanya pemahaman, bahwa organ atau badan pemerintahan juga 
merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Sebagai 
subjek hukum yang bukan orang atau manusia (persoon) namun sebagai 
badan hukum (rechtspersoon) khususnya sebagai badan hukum publik  
tentu saja pemerintah diharuskan atau dapat pula untuk menggunakan 
instrumen atau sarana hukum keperdataan.46 
Di samping itu, pemerintah dapat juga mengadakan perjanjian yang 
mempunyai sifat diwarnai oleh hukum publik. perjanjian ini berorientasi 
pada kepentingan umum dan bersifat memaksa. Di dalam kontrak itu tidak 
terdapat kebebasan berkontrak, karena syarat-syarat yang ditentukan di 
dalam kontrak itu tidak didasarkan kehendak kedua belah pihak. Akan 
tetapi, kontrak itu hanya dapat didasarkan kehendak satu pihak, yaitu 
pemerintah. Syarat-syarat tersebut ditentukan oleh perangkat peraturan 
perundang-undangan. Hubungan antara pemerintah dan mitranya tidak 
                                                          
46 Ibid., hal. 171  
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berada dalam kedudukan yang sama (nebengeordnet). Oleh karena itu, 
perjanjian ini dinamakan perjanjian publik.47 
Pemerintah sering melaksanakan tugas-tugas tertentu, misalnya 
tugas-tugas atau pekerjaan tertentu melalui perjanjian dengan syarat-
syarat standar. Menurut P. de Haan dan kawan-kawan : 
“Syarat-syarat standar memberikan suatu dimensi baru 
terhadap kontrak pemerintah , tidak hanya karena syarat-syarat 
standar itu merupakan langkah pertama berdasarkan peraturan 
umum tentang perjanjian ini, tetapi juga karena peraturan yang akan 
datang mengenai syarat umum dalam undang-undang perdata baru 
juga dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh 
pemerintah” 
Pada umumnya, perjanjian dengan syarat standar ini berbentuk 
konsesi. Indroharto menyebutkan dengan kontrak adhesie, yaitu suatu 
perjanjian yang seluruhnya telah disiapkan secara sepihak hingga pihak 
lawan berkontraknya tidak ada pilihan lain kecuali menerima atau 
menolaknya (take it or leave it), dalam hal ini pemerintah yang 
menentukan secara sepihak syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak 
swasta atau pihak yang berkepentingan. 
                                                          
47 Mariam Darus Badrulzaman, 2014, Aneka Hukum Bisnis, Bandung, PT Alumni, hal. 66 
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Penentuan syarat sepihak oleh pemerintah dapat dibolehkan 
dengan catatan; pertama, penentuan syarat-syarat itu adalah dalam 
rangka memberikan perlindungan kepentingan umum yang memang 
harus dilakukan oleh pemerintah; kedua, ketentuan syarat-syarat tersebut 
harus dilakukan secara terbuka dam diketahui secara umum misalnya 
melalui penawaran umum agar swasta atau pihak yang berkepentingan 
dapat dengan suka rela menyetujui atau tidak menyetujui terhadap syarat-
syarat yang telah ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau 
administrasi negara tersebut. 
Ketika pemerintah melakukan tindakan hukum publik, ia 
menggunakan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-
undangan, karena itu tindakannya selalu bersifat sepihak. Meskipun 
demikian, bila pemberian wewenang itu mengandung kebebasan atau 
“freies ermessen”, pemerintah dapat melaksanakan wewenangnya 
dengan menggunakan mekanisme perjanjian atau kerjasama. 
 7.  Prinsip Good Governance dan Asas-Asas Umum Pemerintahan
 Yang Baik (AAUPB) 
 Dikutip dari Tangkilisan (2005:115) menyebutkan bahwa  disusun 
sembilan pokok karakteristik Good Governance yaitu: 
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1. Partisipasi (Participation) 
Setiap warga Negara mempunyai suara dalam formulasi 
keputusan, baik secara langsung     maupun melalui   
intermediasi   institusi   legitimasi   yang   mewakili 
kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar 
kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi 
secara konstruktif. 
2. Penerapan Hukum (Fairness) 
Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang 
bulu, terutama hukum untuk hak azasi manusia. 
3. Transparansi (Transparency) 
Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi 
secara langsung dapat diterima oleh mereka yang 
membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat 
dimonitor. 
4. Responsivitas (Responsiveness) 
Lembaga-lembaga dan proses-proses kelembagaan harus 
mencoba untuk melayani setipa stakeholders 
5. Orientasi (Consensus Orientation) 
Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda 
 untuk memeproleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih 
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luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-
prosedur. 
6. Keadilan (Equity) 
Semua warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan 
mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga 
kesejahteraan mereka. 
7. Efetivitas (Effectivness) 
Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai 
dengan apa yang telah digariskan dengan menggunkan 
sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin. 
8. Akuntabilitas (Accountability) 
Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, secor swasta 
dan masyarakat (civil society) bertanggung jawab kepada publik 
dan lembaga-lembaga stakeholder. Akuntabilitas ini tergantung 
pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah 
keputusan tersebut untuk kepentingan atau eksternal 
organisasi. 
9. Strategi Visi (Strategic Vision) 
Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good 
governance dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke 
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depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan 
semacam ini.48 
Prinsip-prinsip di atas adalah merupakan suatu karakterisitik yang 
harus dipenuhi dalam pelaksanaan good governance yang berkaitan 
dengan Kontrol dan pengendalian, yakni pengendalian suatu 
pemerintahan yang baik agar terwujud tata kelola pemerintahan yang baik 
dan bersih. 
Lebih lanjut dalam penyelenggaraan pemerintah untuk mewujudkan 
tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih  maka dalam 
pelaksanaannya dikenal pula menegenai Asas-Asas Umum Pemerintahan 
Yang Baik. Sebagaimana H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt mengatakan 
“Organ-organ Pemerintahan yang menerima wewenang utnuk melakukan 
tindakan tertentu menjalankan tindakannya tidak hanya terikat pada 
peraturan perundang-undangan; hukum tertulis, di samping itu organ-
organ pemerintah harus memperhatikan hukum tidak tertulis, yaitu asas-
asas umum pemerinthan yang baik.”49 Juga dalam pasal 1 ayat 17 UU. 
Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :  
                                                          
48 Tangkilisan, Hessel Nogi S, 2005, Manajemen Publik, Jakarta: Grassindo., hlm. 115. 
49 Ridwan.HR. Op.cit, hlm.235. 
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“Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya 
disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan 
penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan 
Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”50 
 Di dalam Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 disebutkan asas 
umum peyelenggraan negara yaitu:  
1. Asas kepastian hukum: asas dalam negara hukum yang 
mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, 
kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan 
negara. 
2. Asas tertib penyelenggaraan negara: asas yang menjadi landasan 
keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian 
penyelenggaraan negara. 
3. Asas kepentingan umum: asas yang mendahulukan kesejahteraan 
umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif. 
4. Asas keterbukaan: asas yang membuka diri terhadap hak 
masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan 
tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap 
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan 
rahasia negara. 
                                                          
50 UU.Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan,Pasal 1 ayat 17. 
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5. Asas proporsionalitas: asas yang mengutamakan keseimbangan 
antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. 
6. Asas profesionalitas: asas yang mengutamakan keahlian yang 
berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
7. Asas akuntabilitas: asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan 
dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.51   
 Disamping itu, dalam UU. No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut 
dijadikan asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi: 
“Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum 
Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas: asas kepastian hukum, asas 
tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas 
keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas 
akuntabilitas, asas efisiensi dan asas efektivitas”. 
                                                          
51 UU. Nomor 28 Tahun 1999,Tentang Penyelenggraan Negara Yang Bersih dan Bebas 
Dari KKN, Pasal 3. 
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 AAUPB dalam pasal 10 ayat 1 UU. Nomor 30 Tentang Administrasi 
Pemerintahan menyebutkan : AUPB yang dimaksud dalam Undang-
Undang ini meliputi asas: 
a. Kepastian hukum; 
 Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan 
keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. 
b. Kemanfaatan; 
 Adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara 
individu-individu, masyarakat, masyarakat asing, pemerintah dengan 
masyarakat, manusia dan ekosistemnya, dst. 
c. Ketidak berpihakan; 
 Adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan 
dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak 
secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. 
d. Kecermatan; 
 Adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan 
dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang 
lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan 
Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan 
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yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan 
dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. 
e. Tidak menyalahgunakan kewenangan; 
 Adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan 
pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan 
pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak 
menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. 
f. Keterbukaan; 
 Adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses 
dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan 
perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. 
g. Kepentingan umum; 
 Adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan 
umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak 
diskriminatif. 
h. Pelayanan yang baik 
 Adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, 
prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.52 
                                                          
52 UU. Nomor 30 Tahun 2014,tentang Administrasi Pemerintahan,pasal 10 ayat 1. 
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B. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah  
 Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 
Tahun 2015 Tentang perubahan keempat atas peraturan presiden Nomor 
54 Tahun 2010  tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam pasal 
1 ayat 1 berbunyi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya 
disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk 
memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja 
Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan 
kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh 
Barang/Jasa.53  
 Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya 
pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa 
yang diinginkannya, dengan menggunakan metode atau proses tertentu 
agar dicapai sebuah kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan 
lainnya.54 
 Pengadaan barang dan jasa melibatkan beberapa pihak, yaitu 
pihak pembeli atau pengguna dan pihak penjual atau penyedia barang 
                                                          
53 Perpres Nomor 4 Tahun 2015 pasal 1 ayat 1. 
54 Adrian Sutedi, 2010, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, Sinar 
Grafika:Jakarta, hlm.3 
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dan jasa. Pembeli atau pengguna barang dan jasa adalah pihak yang 
membutuhkan barang dan jasa.55  
 Dalam pelaksanaan pengadaan pihak pengguna adalah yang 
meminta atau memberi tugas kepada pihak penyedia untuk memasok 
atau membuat barang atau melaksanakan pekerjaan tertentu. Pengguna 
barang dan jasa dapat merupakan suatu lembaga/organisasi dan dapat 
pula orang perseorangan. Yang tergolong lembaga antaralain: Instansi 
pemerintah (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah 
Kabupaten,Pemerintah Kota), badan usaha (BUMN, BUMD, Swasta) dan 
organisasi masyarakat lainnya. Adapun  yang tergolong orang 
perseorangan adalah individu atau orang yang membutuhkan barang dan 
jasa.56  
 Sementara, pengadaan barang dan jasa pemerintah diartikan 
sebagai upaya pemerintah yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen 
(PPK) untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkannya, dengan 
menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan 
melalui harga, kualitas dan waktu pengadaan barang dan jasa tersebut. 
Agar pengadaan barang dan jasa tersebut dilaksanakan dengan sebaik-
                                                          
55 Ibid, hlm. 4. 
56 Ibid, hlm. 5. 
46 
 
 
 
baiknya, maka kedua bela pihak yaitu PPK dan penyedia barang dan jasa 
haruslah berpedoman apada aturan hukum pengadaan barang dan jasa.57 
 Mengingat besarnya nilai pengadaan barang dan jasa dan 
kontribusinya pada perekonomian negara, serta banyaknya pihak yang 
terlibat dalam proses pengadaan, maka perwujudan sistem pengadaan 
jasa yang baik akan berdampak luas pada perubahan prilaku, baik di 
tingkat birokrasi maupun pada pelaku usaha serta masyarakat pada 
umumnya. Sistem pengadaan barang dan jasa yang baik adalah sistem 
pengadaan barang dan jasa yang mampu menerapkan prinsip-prinsip tata 
pemerintahan yang baik (good governance), mendorong efisiensi dan 
efektivitas belanja publik, serta penataan prilaku tiga pilar 
(pemerintah,swasta dan masyarakat) dalam penyelenggaraan tata 
pemerintahan yang baik.58  
 Pengaturan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh 
pemerintah secara historis, sebagai berikut : 
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000, 
tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Intansi Pemerintah. 
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003, 
tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah. 
                                                          
57 Amiruddin, 2010, Korupsi pengadaan barang dan jasa, Genta publishing:Jogjakarta, 
hlm. 47. 
58 Adrian Sutedi, Op.cit. hlm.6. 
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3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004, 
tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan 
Barang/Jasa Pemerintah. 
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005, 
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan 
Barang/Jasa Pemerintah. 
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2005, 
tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan 
Barang/Jasa Pemerintah. 
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006, 
tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan 
Barang/Jasa Pemerintah. 
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2006, 
tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan 
Barang/Jasa Pemerintah. 
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006, 
tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Republik 
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Indonesia Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan 
Barang/Jasa Pemerintah. 
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  95 Tahun 2007, 
tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan 
Barang/Jasa Pemerintah. 
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, 
tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. 
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011, 
tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang dan 
Jasa Pemerintah. 
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang dan 
Jasa Pemerintah. 
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014, 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah. 
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, 
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik 
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Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah.59 
 1.   Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa 
 Pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan 
prinsip sebagaimana dalam ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 pasal 
3 huruf a sampai f dengan penjelasan sebagai berikut : 
a. Efisiensi, yang dimaksud dengan prinsip efisiensi berarti pengadaan 
barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya 
terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang 
sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. 
b. Efektif, artinya bahwa dalam pengadaan barang dan jasa harus 
didasarkan pada kebutuhan  yang telah ditetapkan (sasaran yang ingin 
dicapai) dan dapat memberikan manfaat yang tinggi dan sebenar-
benarnya sesuai dengan sasaran dimaksud.  
c. Persaingan Sehat, artinya bahwa diberikannya kesempatan kepada 
semua penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi persyaratan 
sesuai ketentuan, untuk menawarkan barang dan jasanyanya 
berdasarkan etika dan norma pengadaan yang berlaku. 
                                                          
59 Russel Butarbutar, Pertanggungjawaban Korporasi dalam tindak Pidan Korupsi 
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Bidang Konstruksi. (Bekasi: Gramata 
Publishing,2015), hal.110-112). 
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d. Terbuka (Transparansi), maksudnya adalah memberikan semua 
informasi dan ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa, termasuk 
syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, 
penetapan calon penyedia barang dan jasa yang berminat, serta bagi 
masyrakat luas pada umumnya. 
e. Tidak Diskriminatif (Adil), maksudnya adalah pemberian perlakuan 
yang sama kepada semua calon penyedia barang dan jasa yang berminat 
mengikuti pengadaan barang dan jasa, dan tidak mengarah untuk 
memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dnegan cara dan/atau 
alasan apapun. 
f. Akuntabilitas, maksudnya adalah adanya pertanggungjawaban 
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (laporan) kepada para pihak 
yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma, dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2.  Metode Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah  
 Di dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 para pihak yang terlibat 
dalam proses pengadaan terdiri dari: 
1. Organisasi Pengadaan Brang/Jasa untuk pengadaan melalui 
Penyedia Barang/Jasa terdiri atas: 
a. PA/KPA 
b. PPK 
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c. ULP/Pejabat Pengadaan; dan 
d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 
2. Organisasi Pengadaan Brang/Jasa untuk pengadaan melalui 
Swakelola terdiri atas: 
a. PA/KPA; 
b. PPK; dan 
c. Panitia Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 
3. PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan untuk 
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 
4. Perangkat organisasi ULP ditetapkan sesuai kebutuhan yang paling 
kurang terdiri atas: 
a. Kepala; 
b. Sekretariat 
c. Staf pendukung; dan 
d. Kelompok kerja.60 
 Pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa meliputi: 
1. Tahap perencanaan 
2. Tahap pembentukan panitia 
3. Tahap prakualifikasi perusahaan 
4. Tahap penyusunan dokumen lelang 
5. Tahap pengumuman lelang 
                                                          
60 Ibid, hlm 113. 
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6. Tahap pengambilan dokumen lelang 
7. Penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) 
8. Penjelasan (aanwijing) 
9. Tahap penyerahan dan pembukaan penawaran 
10. Tahap evaluasi penawaran 
11. Tahapan pengumuman calon pemenang 
12. Tahapan sanggahan peserta lelang 
13. Tahapan penunjukan pemenang lelang 
14. Tahapan penandatanganan kontrak 
15. Tahapan penyerahan barang dan jasa. 
Metode pemilihan barang/jasa dilakukan oleh Unit Layanan 
Pengadaan (ULP), pemilihan barang/jasa dilakukan dengan : 
a. Pelelangan yang terdiri atas pelelangan umum dan pelelangan 
sederhana; 
b. Penunjukan langsung 
c. Pengadaan langsung; atau 
d. Kontes/sayembara. 
Untuk penyedia pekerjaan konstruksi dilakukan dengan 
a. Pelelangan umum 
b. Pelelangan terbatas 
c. Pemilihan langsung 
d. Penunjukan langsung 
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e. Pengadaan langsung.61 
Di dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012, Perubahan Kedua 
Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa 
Pemerintah, yang mengatur mengenai proses pengadaan barang dan jasa 
yang dimulai dengan pengumuman sampai dengan penetapan pemenang 
yang kemudian diakhiri dengan penandatanganan kontrak tertulis yang 
disebut kontrak antar pihak, penyediaan barang/jasa diwakili dengan 
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).62 
Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya pada 
prinsipnya dilakukan dengan metode pelelangan umum pascakualifikasi, 
dan untuk pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks dan diyakini 
jumlah penyedianya terbatas, pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi 
dilakukan dengan pelelangan terbatas. Pemilihan penyedia pekerjaan 
konstruksi/jasa melalui metode pelelangan umum  diumumkan paling 
kurang di website K/L/D/I (Kementrian, Lembaga, Departemen, Institusi), 
dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta portal pengadaan 
nasional melalui LPSE.63 Sehingga masyarakat luas dan dunia usaha 
yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya tanpa ada 
negosiasi teknis dan harga.64 
Proses pemilihan penyedia barang dan jasa meliputi: 
                                                          
61 Ibid,hlm. 117-118. 
62 Ibid, hlm. 114. 
63 Perpres Nomor 4 Tahun 2015,Op.cit. Pasal 36 ayat 1. 
64 Ibid, Pasal 36 ayat 2. 
54 
 
 
 
a. Dengan Prakualifikasi : 
1. Pengumuman prakualifikasi 
2. Pengambilan dokumen prakualifikasi 
3. Pemasukan dokumen prakualifikasi 
4. Evaluasi dokumen prakualifikasi 
5. Penetapan hasil prakualifikasi 
6. Pengumuman hasil prakualifikasi 
7. Masa sanggah hasil prakualifikasi 
8. Undangan kepada peserta yang prakualifikasi 
9. Pengambilan dokumen lelang 
b. Metode pascakualifikasi 
Yaitu proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha 
serta pemenuhan persyaratan lainnya dari penyedia barang 
dan jasa setelah memasukkan penawaran  
c. Sistem gugur 
Yaitu  proses penilaian penediaan barang dan jasa yang 
tidak lulus penilaian di setiap tahapan prakualifikasi dan 
pascakualifikasi yang meliputi evaluasi administrasi,evaluasi 
teknis, evaluasi harga dinyatakan gugur. Calon pemenang 
akhir yang memenuhi syarat administrasi dan teknis dengan 
harga penawaran terendah. 
d. Sistem nilai (Merit Point Syistem) 
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Yaitu proses penilaian pemenang berdasarkan keunggulan 
teknis sepadan dengan harga (harga dipengaruhi oleh 
kualitas teknis). Calon pemenang adalah yang memenuhi 
syrat admnistrasi dan memperoleh nilai tertinggi. 
e. Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis (Economics 
Cycle Cost) 
Yaitu proses penilaian pemenang dengan memperhitungkan 
faktor-faktor umur ekonomis, harga, biaya, operasi 
pemeliharaan, dan nilai sisa peralatan dalam jangka waktu 
tertentu. Calon pemenang adalah yang memenuhi syarat 
administrasi dan teknis dengan harga evaluasi terendah.65 
 
 3.   Aspek Hukum Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa 
Kegiatan pengadaan barang dan jasa yang terkait langsung 
dengan bidang hukum administrasi adalah kegiatan pada tahap persiapan 
dan kegiatan pada tahap proses pengadaan, yaitu mulai dari rencana 
pengadaan, pembentukan panitia, penetapan system pengadaan, 
penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS), penyusunan dokumen 
pengadaan, pemilihan penyedia barang dan jasa, dan sampai penetapan 
penyedia barang dan jasa. Masing-masing kegiatan tersebut harus 
bertumpu pada kewenangan yang sah (atribusi,delegasi, mandat) dari 
                                                          
65 Russel Butar-butar, Op. cit., hlm 119-120. 
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para pejabat yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan 
jasa.66 
1. Perencanaan Pengadaan (procurement plan) 
Sebagaimana yang ditemukan pada Pasal 1 ayat 7 Perpres  54 
Tahun 2010 menyatakan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen yang 
selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Perencanaan pemilihan penyedia 
barang/jasa dilakukan oleh PPK dan/atau ULP/Pejabat Pengadaan.67 
Kemudian PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut 68: 
1. Menetapkan rencana pelaksanaan barang/jasa yang meliputi : 
i. Spesifikasi teknis barang/jasa 
ii. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 
iii. Rancangan kontrak 
2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa. 
3. Menandatangani kontrak. 
4. Melaksankan kontrak dengan penyedia barang/jasa. 
5. Mengendalikan pelaksana kontrak. 
6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa 
kepada PA/KPA. 
7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada 
PA/KPA dengan berita acara penyerahan. 
                                                          
66 Perpres Nomor 4 tahun 2015. Pasal 1 ayat 1. 
67 Ibid, Pasal 34 ayat 2. 
68 Ibid, Pasal 11. 
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8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran 
dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap 
triwulan 
9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa 
Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat 1 dalam hal diperlukan, PPK dapat : 
a. Mengusulkan kepada PA/KPA : 
1. Perubahan paket pekerjaan dan/atau 
2. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan 
b. Mentapkan tim pendukung 
c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis 
(aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan ULP. 
d. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada 
penyedia barang/jasa. 
Dalam menyusun perencanaan pemilihan barang dan jasa, PPK 
diwajibkan untuk mengkaji paket ulang paket pekerjaan dan pengkajian 
ulang jadwal kegiatan pengadaan. Perencanaan pemilihan penyedia 
barang/jasa tersebut dapat juga dilakukan oleh pejabat pengadaan.69  
 
                                                          
69 Ibid, Pasal 34 ayat 1. 
58 
 
 
 
Khusus untuk penyedia pekerjaan konstruksi dilakukan dengan.70 
1. Pelelangan umum 
2. Pelelangan terbatas 
3. Pemilihan langsung 
4. Penunjukan langsung 
5. Pengadaan langsung 
2. Pembentukan panitia 
Panitia pengadaan barang dan jasa adalah tim yang diangkat oleh 
Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk 
melaksanakan pemilihan penyedia barang dan jasa. Tindakan PA/KPA 
yang membentuk dan mengangkat panitia pengadaan ini merupakan 
tindakan pemerintah dalam lingkup hukum publik yang bersegi satu yang 
berebentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) jika terjadi kesalahan 
dalam pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa maka pejabat 
yang menerbitkan KTUN tersebut dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha 
Negara.71 
3. Penetapan Metode Pengadaan  
Berkenaan dengan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan untuk 
menetapkan dan mengesahkan metode pengadaan barang dan jasa 
disusun panitia pengadaan. khususnya untuk pengadaan pekerjaan 
konstruksi sesuai Perpres 54 Tahun 2010 juncto Perpres 70 Tahun 2012 
                                                          
70 Ibid, Pasal 35 ayat 3. 
71 Adrian Sutedi, Op.cit.,hlm.128. 
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dilakukan dengan cara pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan 
langsung, penunjukan langsung dan pengadaan langsung. 
ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan kewenangan 
diskresinya untuk menetapkan metode pemilihanpenyedia barang dan 
jasadengan mempertimbangkan jenis, sifat, dan nilai barang serta kondisi 
lokasi kepentingan masyarakat,dan jumlah barang dan jasa yang ada. 
Jika terjadi kesalahan dalam penetapan metode pengadaan barang dan 
jasa, maka instrument hukum untuk menilai kewenangan diskresi adalah 
asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini dikaitkan dengan prinsip 
pengadaan barang dan jasa.72 
4. Penusunan Jadwal Pelaksanaan Penyediaan Barang/Jasa 
ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan jadwal 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa.73 Penyusunan dan pengadaan 
barang/jasa harus memberikan alokasi waktu yang cukup untuk semua 
tahapan proses pengadaan, termasuk waktu untuk: Pengumuman 
pelelangan, pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi atua 
dokumen pengadaan, pemberian penjelasan, pemasukan dokumen 
penawaran, evaluasi penawaran, penetapan pemenang, sanggahan, dan 
sanggahan banding. 
Jika terjadi kesalahan dalam jadwal pengadaan yang disusun oleh 
ULP/Pejabat Pengadaan maka kesalahan ini adalah keasalahan 
                                                          
72 Perpres Nomor 4 tahun 2015 pasal 5. 
73 Ibid, pasal 59. 
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administratif, kecuali terbukti ada unsur kesengajaan untuk menghambat 
penyedia barang dan jasa tertentu. 
5. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)  
Harga Perkiraan Sendiri (HPS), berfungsi untuk menilai kewajaran 
harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan batas 
tertinggi penawaran yang sah untuk pengadaan barang/pekerjaan 
kontruksi/jasa lainnya dan pengadaan jasa konsultasi yang menggunakan 
metode pagu anggaran dan sebagai dasar untuk menetapkan besaran 
nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 
80 % nilai total HPS. 
PPK menetapkan HPS barang/jasa kecuali untuk 
kontes/sayembara kemudian ULP/Pejabat Pengadaan, mengumumkan 
nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK.74 
Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat yang 
diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksankannya 
pengadaan. 
 
6. Penyusunan Dokumen Pengadaan 
ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dokumen pengadaan 
barang/jasa yang terdiri atas dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan. 
Dokumen kualifikasi terdiri atas: Petunjuk pengisian formulir isian 
                                                          
74 Ibid, Pasal 66.  
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kualifikasi, formulir isian kualifikasi, instruksi kepada peserta kualifikasi, 
lembar data kualifikasi, fakta integritas dan tata cara evaluasi kualifikasi. 
Sedangkan dokumen pemilihan terdiri atas: Undangan/pengumuman 
kepada calon penyedia barang/jasa, instruksi kepada peserta pengadaan 
barang/jasa,syarat-syarat  umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak, 
daftar kuantitas dan harga, spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar, 
bentuk surat penawaran, rancangan kontrak, bentuk jaminan, dan contoh-
contoh formulir yang perlu diisi. 
Kemudian PPK menetapkan bagian dari rancangan dokumen 
pengadaan yang terdiri atas: rancangan SPK, rancangan surat perjanjian 
termasuk syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusu kontrak, 
spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar, daftar kuantitas dan gambar, 
dan dokumen lainnya, HPS, jaminan pengadaan barang/jasa yang terdiri 
atas jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, 
jaminan pemeliharaan dan jaminan sanggahan banding. 
Semua kegiatan di atas merupakan kegiatan administrasi sehingga 
jika terjadi kesalahan yang menyangkut hal tersebut maka kesalahan itu 
masuk dalam ranah administratif.75 
7. Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa 
Tahapan pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa 
lainnya dengan pelelangan umum prakualifikasi dan pascakualifikasi 
                                                          
75 Adrian sutedi, Op.cit., hlm 133-134. 
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sebagaimana dalam Perpres Nommor 4 Tahun 2015 dilakukan dengan 
tahapan : 
1. Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 
dengan metode Pelelangan Umum meliputi tahapan sebagai 
berikut: 
a. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa 
Lainnya dengan prakualifikasi, metode dua sampul yang 
meliputi kegiatan: 
1. Pengumuman prakualifikasi; 
2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi; 
3. Pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi; 
4. Pembuktian kualifikasi dan pembuatan berita acara 
pembuktian kualifikasi; 
5. Penetapan hasil kualifikasi; 
6. Pengumuman hasil kualifikasi; 
7. Sanggahan kualifikasi; 
8. Undangan; 
9. Pengambilan dokumen pemilihan; 
10. Pemberian penjelasan 
11. Pemasukan dokumen penawaran; 
12. Pemasukan dokumen penawaran sampul I; 
13. Evaluasi Dokumen Penawaran sampul II; 
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14. Pemberitahuan/pengumuman peserta yang lulus evaluasi 
sampul I; 
15. Pembukaan dokumen penawaran sampul II; 
16. Evaluasi dokumen penawaran sampul II; 
17. Pembuatan berita acara hasil pelelangan; 
18. Penetapan pemenang; 
19. Pengumuman pemenang; 
20. Sanggahan; 
21. Sanggahan banding (apabila diperlukan); 
22. Penunjukan penyedia barang/jasa. 
b. Pelelangan umum untuk pemilihan penyedia barang/pekerja 
konstruksi/jasa lainnya dengan prakualifikasi atau 
pelelangan terbatas untuk pemilihan penyedia pekerjaan 
konstruksi, metode dua tahap yang meliputi kegiatan: 
1. Pengumuman prakualifikasi; 
2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi; 
3. Pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi; 
4. Pembuktian kualifikasi; 
5. Penetapan hasil kualifikasi; 
6. Pengumuman hasil kualifikasi; 
7. Sanggahan kualifikasi; 
8. Undangan; 
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9. Pengambilan dokumen pemilihan; 
10. Pemberian penjelasan; 
11. Pemasukan dokumen penawaran tahap I; 
12. Pembukaaan dokumen penawaran tahap I: 
13. Evaluasi dokumen penawaran tahap I; 
14. Penetapan peserta yang lulus evaluasi tahap I; 
15. Pemberitahuan/pengumuman peserta yang lulus tahap I; 
16. Pemasukan dokumen penawaran tahap II; 
17. Pembukaan dokumen penawaran tahap II; 
18. Evaluasi dokumen penawaran tahap II; 
19. Pembuatan berita acara hasil pelelangan; 
20. Penetapan pemenang; 
21. Pengumuman pemenang; 
22. Sanggahan; 
23. Sanggahan banding (apabila diperlukan) 
24. Penunjukan penyedia barang/jasa. 
c. Pelelangan umum untuk pemilihan penyedia barang/pekerja 
konstruksi/jasa lainnya dengan pascakualifikasi meliputi 
kegiatan: 
1. Pengumuman; 
2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan; 
3. Pemberian penjelasan; 
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4. Pemasukan dokumen penawaran; 
5. Pembukaan dokumen penawaran; 
6. Evaluasi penawaran; 
7. Evaluasi kualifikasi; 
8. Pembuktian kualifikasi 
9. Pembuatan berita acara hasil pelelangan; 
10. Penetapan pemenang; 
11. Pengumuman pemenang; 
12. Sanggahan; 
13. Sanggahan banding (apabila diperlukan) 
14. Penunjukan penyedia barang/jasa.76 
8. Penetapan Penyedia Barang dan Jasa 
Dalam konsep hukum administrasi penetapan penyedia barang dan 
jasa termasuk keputusan pejabat tata usaha negara. Oleh karena itu, 
apabila keputusan itu merugikan  pihak-pihak yang berkepentingan maka 
pihak tersebut dapat mengugat kepengadilan Tata Usaha Negara. 
Sehingga tahap penetapan penyediaan barang dan jasa termasuk dalam 
bidang kajian hukum administrasi kecuali dalam proses penetapan 
tersebut terbukti ada unsur maladministrasi.  
PPK juga berfungsi untuk menyetujui bukti pembelian atau 
menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/ Surat perjanjian, 
                                                          
76 Ibid, hlm.135 
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kemudian dalam Perpres 70 Tahun 2012 PPK tidak lagi menetapkan 
dokumen pengadaan tetapi hanya menetapkan bagian dari dokumen 
pengadaan yaitu spesifikasi teknis, rincian HPS dan rancangan kontrak. 
Karena PPK tidak lagi menetapkan dokumen pengadaan maka PPK tidak 
lagi menetapkan pemenang melainkan diserahkan kepada ULP. 
Sementara kewenangan lain dari PPK masih tetep seperti yang diatur 
pada Perpres 54 tahun 2010,yaitu dapat mengusulkan perubahan paket 
dan jadwal pekerjaan kepada PA, dapat menetapkan tim pendukung, atau 
tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) yang akan membantu 
ULP dalam  melaksanakan pekerjaan. 
Tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia pengadaan 
diperluas pada Perpres 54/2010 tentang pengadaan barang dan jasa 
pemerintah, yaitu tidak sekadar menyusun dokumen dan mengusulkan 
pemenang, melainkan juga  menetapkan dokumen dan menetapkan 
pemenang lelang. Jadi seluruh tanggung jawab pengadaan secara penuh 
sudah diberikan kepada panitia pengadaan/Pokja ULP.  
Perlu diperhatikan bahwa : 
 Apabila ada ketidaksesuaian HPS dan spesifikasi, Pejabat 
Pengadaan Barang juga dapat mengajukan pengusulan 
perubahan HPS dan spesifikasi sesuai kondisi pada saat 
pengadaan. 
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 Perpres 70 tahun 2012, Perubahan Kedua Perpres Nomor 
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa 
Pemerintah, telah menguraikan tugas pokok dan 
kewenagan kepala ULP dan telah memeperjelas bahwa 
penetapan pemenang dilakukan oleh Pokja ULP bukan 
oleh Kepala ULP 
 Pengecualian persyaratan Pegawai Negri Sipil juga telah 
ditambahkan pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012 
Perubahan Kedua Perpres Nomor 54 Tahun 2010. (Adrian 
Sutedi, 2015:140-142).77 
4. Makna dan Pengertian Kontrak dalam Pengadaan Barang dan 
Jasa. 
Kontrak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua pihak atau 
lebih dimana masing-masing pihak yang ada di dalamnya dituntut untuk 
melakukan satu prestasi atau lebih. Dalam pengertian demikian kontrak 
merupakan perjanjian.  Yang merupakan perjanjian yang berbentuk 
tertulis.78 
                                                          
77 Ibid, hlm. 140-142. 
78 Hikmahanto Juwana, Teknik pembuatan dan penelaahan kontrak bisnis.(Jakarta: 
Pascaserjana FH-UI), hlm.1. 
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Dalam Black’s Law Dictionary kontrak disebutkan: An agreement 
betwen two or more persons which creates an obligation to do or not to do 
a peculiar thing”79 
Dengan demikian, dalam kontrak terkandung unsur-unsur: pihak-
pihak yang berkompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, 
persetujuan timbal balik. Ciri kontrak yang utama adalah dia merupakan 
satu tulisan yang memuat persetujuan dari para pihak, lengkap dengan 
syarat-syarat, serta yang berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya 
kewajiban. Unsur-unsur kontrak seperti yang dirinci di atas secara tegas 
memberikan gambaran yang membedakan antara kontrak dengan 
pernyataan sepihak. Jadi, secara singkat dapat dikatakan bahwa kontrak 
adalah persetujuan yang dibuat secara tertulis yang melahirkan hak dan 
kewajiban para pihak yang membuat kontrak. 
Sedangkan Pengertian kontrak yang termaktub dalam Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang perubahan 
keempat atas peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2010  tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam pasal 1 ayat 22 menyebutkan 
“Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak 
adalah perjanjian tertulis antara PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) 
dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.”80 
 
                                                          
79 Adrian Sutedi, Op.cit. hlm.23. 
80 Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 22. 
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5.  Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 
Dalam Penyusunan dokumen kontraknya antara pengguna dan 
penyedia jasa mengacu pada naskah draft kontrak yang ada dalam 
dokumen permintaan usulan dan dokumen lainnya antara lain dokumen 
berita acara hasil pembukaan penawaran, dokumen usaha, berita acara 
evaluasi, berita acara klarifikasi dan negosiasi, berita acara penetapan 
calon penyedia dan keputusan penunjukan penyedia jasa. 
a. Syarat-syarat Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 
Syarat-syarat kontrak dalam pengadaan barang dan jasa 
pemerintah merupakan ketentuan yang umum harus ada pada kontrak 
pekerjaan dengan tujuan untuk memberikan pengertian , pedoman, dan 
batasan-batasan bagi pengguna dan penyedia jasa dalam pelaksanaan 
kontrak. Syarat-syarat umum dalam suatu kontrak biasanya berisikan 
tentang: persitilahan yang digunakan; hak, kewajiban dan tanggungjawab; 
sanksi-sanksi; penyelesaian perselisihan; dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Selain syarat umum tersebut juga ditetapkan 
syarat khusus kontrak pengadaan barang dan jasa. 
Syarat khusus kontrak merupakan perubahan atau tambahan data-
data dari syarat umum kontrak yang disebabkan oleh karena keadaan 
atau ada hal-hal tertentu yang perlu disesuaikan. Syarat khusus berisikan 
hal-hal berikut: 
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a. Nama pengguna jasa pemborong/barang/jasa lainnya dan direksi 
pekerjaan; 
b. Nomor kontrak; 
c. Besarnya pekerjaan yang disubkontrakkan; 
d. Daftar tenaga kerja utama; 
e. Laporan penyelidikan dan kondisi lapangan 
f. Hal-hal yang berkaitan dengan asuransi; 
g. Rencana penyelesaian pekerjaan; 
h. Penyerahan lapangan; 
i. Revisi program penyelesaian pekerjaan; 
j. Waktu pemeliharaan; 
k. Penyesuaian harga (eskalasi) 
l. index mata uang rupiah; 
m. Denda; 
n. Bonus; 
o. Uang muka; 
p. Bentuk standar jaminan pelaksanaan; 
q. Manual pemeliharaan; 
r.   Presentase untuk nilai pekerjaan yang belum selesai.81 
 
 
                                                          
81 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan,Pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa 
Pemerintah, Bahan Ajar DTSS Pengadaan Barang dan Jasa, (Jakarta, 2007).  hal .98 
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6. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di Bidang Konstruksi 
Jasa konstruksi adalah seluruh pekerjaan baik yang berhubungan 
dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik 
lainnya. Masalah jasa konstruksi di Indonesia diatur  dalam UU Nomor 18 
Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dimana jasa konstruksi diberikan arti 
yaitu layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan 
jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi 
pengawasan pekerjaan konstruksi.  
Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebahagian 
rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta 
pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, 
elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, 
untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.82 
Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang 
mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa 
dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, sedangkan dalam pasal 1 
angka 22 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 menyatakan bahwa kontrak 
adalah pernyataan tertulis antara PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) 
dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana Swakelola. Kemudian 
dalam kontrak kerja konstruksi terdapat beberapa subtansi kontrak 
menurut pasal 22 ayat 2 UU Nomor 18 Tahun 1999 yakni: 
                                                          
82 Rusel Butarbutar, op.cit, hlm. 114. 
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1. Para pihak, yaitu yang memuat secara jelas identitas para pihak. 
2. Rumusan pekerjaan yaitu yang memuata uraian yang jelas dan 
rinci tentang lingkup kerja, niali pekerjaan, dan batasan waktu 
pelaksanaan. 
3. Masa pertanggungan dan/atau pemeliharaan yang memuat tentang 
jangka waktu pertanggungan dan/atau pemeliharaan yang menjadi 
tanggungjawab penyedia jasa. 
4. Tenaga ahli yang memuat ketentuan tentang jumlah, klasifikasi dan 
kualifikasi tenaga ahli utnuk melaksanakan pekerjaan konstruksi. 
5. Hak dan kewajiban, yang memuat hak pengguna jasa utnuk 
memperoleh hasil pekerjaan konstruksi serta kewajibannya untuk 
memenuhi ketentuan yang diperjanjikan serta hak penyedia jasa 
untuk memperoleh informasi dan imbalan srta kewajibannya 
melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan. 
6. Cara pembayaran,yang memuat ketentuan tentang kewajiban 
pengguna jasa dalam melakukan pembayaran hasil pekerjaan 
konstruksi. 
7. Cidera janji, yang memuat ketentuan tentang tanggungjawab dalam 
hal salah satu pihak yang melaksanakan kewajiban  sebagaiaman 
yang diperjanjikan 
8.  Penyelesaian perselisihan, yang memuat tentang tata cara 
penyelesaian akibat ketidaksepakatan. 
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9.  Pengutusan kontrak kerja kosntruksi, yang memuat ketentuan 
tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang ditimbulkan 
akibat tidak dipenuhinya kewajiban salah satu pihak. 
10. Keadaan memaksa (force majure), yang memuat ketentuan tentang 
kejadian yang timbul di luar keamanan dan kemampuan para pihak 
yang menimbulkan kerugan bagi slah satu pihak. 
11. Kegagalan bangunan, yang memuat jketentuan tentang kewajiban 
penyediaan jasa dan/atau penggunaan jasa atas kegagalan 
bangunan 
12.  Perlindungan pekerja,yang memuat ketentuan tentang kewajiban 
para pihak dlam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja 
jaminan sosial. 
13. Aspek lingkungan, yang memuat kewajiban para pihak dalam 
pemenuhan ketentuan tentang lingkungan. 
 
 Menurut Perpres Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan 
Keempat Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan 
Jasa, kontrak pengadaan konstruksi dilakukan dengan cara pelelangan 
umum, pelelangan terbatas, pelelangan sederhana, pemilihan langsung, 
seleksi umum, seleksi sederhana, sayembara, kontes, dan penunjukan 
langsung.  
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Kemudian Pasal  36 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaaan Barang dan Jasa memperjelas mengenai pemilihan 
penyedia barang/pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya yang pada 
prinsipnya dilakukan dengan pelelangan umum dengan pascakualifikasi 
dan khusus untuk pengadaan pekerjaan konstruksi yang bersifat 
kompleks yang diyakini jumlah penyedianya terbatas, pemilihan penyedia 
barang/pennyedia pekerjaan konstruksi dilakukan dengan pelelangan 
terbatas.83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
83 Ibid, hlm 114-116. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Tipe Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode 
penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. 
Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan 
cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar 
untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-
peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang 
diteliti.84 
B. Lokasi Penelitian  
 Melihat dari jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian 
normatif yang kebanyakan membahas mengenai pelaksanaan atau 
implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak kerja sama, maka 
untuk memperoleh data yang diperlukan yang berhubungan dengan 
masalah yang akan dibahas, penulis melakukan penelitian di 
Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, Ruang Baca Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin serta di Gedung Rektorat Subbagian 
Perlengkapan dan Unit Layanan Pengadaan Universitas Hasanuddin. 
                                                          
84 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006,Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 
Singkat, Rajagrafindo Persada: Jakarta, hlm. 13-14 
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C. Jenis dan Sumber Data 
 Oleh karena penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah 
Penelitian Normatif, maka jenis data yang paling utama yang digunakan 
oleh penulis adalah Data Sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan 
pustaka.85 Adapun jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam 
penelitian ini adalah sebagai   berikut :  
1. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara yang 
dilakukan langsung dengan responden / informan untuk memeperoleh 
data-data yang dibutuhkan (field research). 
2. Data sekunder yaitu merupakan data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan atau dari berbagai literatur dengan menelaah buku-buku 
dan tulisan-tulisan atau internet, jurnal hukum, peraturan perundang-
undangan serta naskah-naskah kontrak yang relavan dengan 
permasalahan yang diteliti (library research). 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
  Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah :  
1. Penelitian kepustakaan/Studi Pustaka (library research)  
Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data dan informasi yang 
relavan melalui membaca dan menelaah buku, majalah, artikel, jurnal, 
                                                          
85 Ibid., hal.12 
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tulisan-tulisan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
masalah yang diangkat dalam penelitian ini serta mengakses website 
dan situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan 
masalah dalam penelitian ini.  
2. Penelitian lapangan (Field Research) dengan cara  
wawancara/interview dan Studi Dokumen berupa analisis informasi 
dokumen tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara 
umum yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini yakni 
terkait kontrak yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini 
Universitas Hasanuddin. 
 
E. Metode Analisis Data 
 Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik secara primer dan 
sekunder, dan dianalisis secara kualitatif, selanjutnya disajikan secara 
deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan mengambarkan 
permasalahan hingga sampai pada penyelesaian/kesimpulan yang 
berhubungan erat dengan pembahasan penulis. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
A. Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Pemerintah Dengan Pihak 
Swasta Dalam Pengadaan Barang/Jasa di Universitas Hasanudddin 
1. Proses/Mekanisme Pelaksanaan (Timbul Kontrak) Dalam 
Pengadaan Barang/Jasa 
Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Universitas 
Hasanuddin tak ubahnya proses pengadaan yang dilakukan di 
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/lnstitusi Lainnya 
(K/L/D/I). Sebagaimana hasil penelitian penulis berupa data-data yang 
didapatkan di lapangan, maka pembahasan penulis fokus pada kontrak 
pengadaan pekerjaan jasa konstruksi. Dimana penulis memilih salah satu 
contoh kontrak pekerjaan jasa konstruksi di Unhas sebagai bahan data 
skunder yakni Kontrak Pembangunan Gedung Pendidikan Fakultas Ilmu 
Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin Tahap II (Kedua) Tahun 
Anggaran 2016 Nomor : 215/BGN/PPK-UH/2016 Tanggal 15 Juli 2016.  
Pihak pemerintah dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen 
dari pihak Universitas Hasanuddin dan Pihak swasta yang penulis maksud 
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adalah pihak penyedia Barang/Jasa dalam kontrak pengadaaan barang 
dan jasa yang disebutkan sebelumnya. 
Jasa konstruksi adalah seluruh pekerjaan baik yang berhubungan 
dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik 
lainnya. Masalah jasa konstruksi di Indonesia diatur  dalam UU Nomor 18 
Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dimana jasa konstruksi diberikan arti 
yaitu layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan 
jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi 
pengawasan pekerjaan konstruksi.  
Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebahagian 
rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta 
pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, 
elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, 
untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.86 
Metode Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa di 
Universitas Hasanuddin dilakukan dengan metode pelelangan umum 
dengan pascakualifikasi. Sebagaimana senada dengan ketentuan Perpres 
Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Keempat Perpres Nomor 54 
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, bahwa kontrak 
pengadaan konstruksi dilakukan dengan cara pelelangan umum, 
                                                          
86 Russel Butarbutar,Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi 
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Bidang Konstruksi. (Bekasi: Gramata 
Publishing,2015) hal. 114. 
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pelelangan terbatas, pelelangan sederhana, pemilihan langsung, seleksi 
umum, seleksi sederhana, sayembara, kontes, dan penunjukan langsung. 
Kemudian Pasal  36 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaaan 
Barang dan Jasa memperjelas mengenai pemilihan penyedia 
barang/pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya yang pada prinsipnya 
dilakukan dengan pelelangan umum dengan pascakualifikasi. 
Proses pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa 
melalui pelelangan umum dengan pascalualifikasi dilakukan oleh Unhas 
(Universitas Hasanuddin) melalui portal pengadaan nasional yaitu LPSE 
(Layanan Pengadaan Secara Elektronik) yang dapat diakses di website 
LPSE Unhas sendiri pada (http://lpse.unhas.ac.id/). Tahapan proses 
lelangnya dimulai dari :  
1. Pengumuman Pascakualifikasi 
2. Download dokumen pengadaan 
3. Pemeberian penjelasan 
4. Upload dokumen penawaran 
5. Pembukaan dokumen penawaran 
6. Evaluasi penawaran 
7. Evaluasi dokumen kualifikasi 
8. Upload berita acara hasil pelelangan 
9. Penetapan pemenang 
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10. Pengumuman pemenang 
11. Masa sanggah hasil lelang 
12. Surat penunjukan penyedia barang/jasa 
13. Penandatanganan kontrak 87 
Proses pengadaan  barang dan jasa dalam hal ini pengadaan 
pekerjaan jasa konstruski  yang dimulai dari tahap perencanaan sampai 
dengan timbulnya sebuah kontrak kerjasama pemerintah dengan pihak 
swasta (Kontrak Kerja Konstruksi) dalam pengadaan tersebut di 
Universitas Hasanuddin melalui sebuah mekanisme dan prosedur 
sebagaimana dideskripsikan dalam Bagan Alir Proses dan Prosedur 
Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi. (Sumber: File Bagian 
Perlengkapan Unhas.)88 (termuat dalam daftar lampiran.1). 
Dari bagan tersebut nampak nampak bahwa terjadinya kontrak 
hanyalah salah satu bagian dari proses pelaksanaan pengadaan, dimana 
kontrak tersebut hanya sebagai instrumen hukum pengikat antara 
pemerintah dengan pihak penyedia barang/jasa. Kontrak dalam tindakan 
pemerintah pada pengadaan ini  bukan menjadi landasan pemerintah 
dalam melakukan tindakan/perbuatan.  
Dalam hal ini pemerintah membuat/melaksanakan sebuah kontrak 
dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam melakukan 
                                                          
87  http://lpse.unhas.ac.id/eproc/lelang/tahap/383174 
88  http://unhas.ac.id/perlengkapan/file 
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proses pengadaan barang dan jasa sebagaimana dalam ketentuan 
peraturan yang telah ditetapkan yakni pada Perpres Nomor 4 Tahun 2015 
tentang Pengadaan Barang dan Jasa. 
Pada dasarnya semua tindakan hukum yang dilakukan oleh 
pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang 
berlaku (Asas Legalitas). Maka tindakan tersebut tidak boleh menyimpang 
atau bertentangan dengan peraturan-peraturan yang bersangkutan. 
Dalam hal ini pemerintah memiliki kedudukan yang khusus (do overhead 
als bijzonder persoon), sebagai satu-satunya pihak yang diserahi 
kewajiban untuk mengatur dan menyelenggarakan kepentingan umum. 
dimana dalam rangka melaksanakan kewajiban ini kepada pemerintah 
diberikan sebuah wewenang.89 
Pemerintah juga mempunyai kedudukan yang tidak dimiliki oleh 
seseorang ataupun badan hukum perdata. Ini menyebabkan hubungan 
hukum antara pemerintah dengan seseorang dan badan hukum perdata 
bersifat ordinatif. Tetapi meskipun hubungan hukumnya bersifat ordinatif, 
pemerintah tidak dapat melakukan tindakan hukum secara bebas dan 
semena-mena terhadap warga negara.90 
Sebagaimana telah disebutkan tindakan hukum pemerintah tetap 
terikat pada asas legalitas. Kalaupun dikenal adanya tindakan hukum 
                                                          
89 Ridwan, Hr., 2014,  Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers., Jakarta, hlm.120 
90 Ibid. Hlm.120 
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pemerintah dua pihak atau lebih, maka hal ini hanya menyangkut 
mengenai cara untuk melaksanakan atau merealisasikan tindakan 
tersebut. Disebutkan bahwa tindakan hukum dua pihak diatur dengan 
peraturan bersama. Kemunculan peraturan bersama pada hakikatnya 
hanyalah menyangkut cara untuk melaksanakan tugas dan urusan 
pemerintahan tertentu kebetulan ada kesamaan dengan organ 
pemerintahan lainnya atau karena ada tujuan agar pelaksanaan tugas dan 
urusan tersebut dapat terselenggara secara efektif dan efisien jika 
dilakukan secara bersama-sama.   
Hal ini karena ruang lingkup pemerintahan demikian luas dan 
kompleks sehingga untuk efektivitas dan efisiensi terkadang diperlukan 
pula keterlibatan pihak lain atau pihak swasta, yang diwujudkan dengan 
cara kerjasama atau perjanjian. Tindakan hukum pemerintah yang 
dilakukan dengan melibatkan pihak swasta  ini disebut sebagai tindakan 
hukum campuran (de gemengd rechtshandeling).91  
Dan juga sebagaimana bahwa perbuatan/tindakan hukum 
pemerintah menurut hukum publik yakni perbuatan hukum publik yang 
bersegi dua Menurut Van Der Pol, Kranenberg-Vegting, Wiarda dan 
Donner mengakui adanya hukum publik yang bersegi dua atau adanya 
perjanjian menurut hukum publik. Mereka memberi contoh tentang adanya 
“Kortverband Contract” (perjanjian kerja jangka pendek) yang diadakan 
                                                          
91 Ibid. Hm.121 
84 
 
 
 
seorang swasta sebagai pekerja dengan pihak pemerintah sebagai pihak 
pemberi pekerjaan.92 
 Menurut (Ridwan.HR.,2014:223) ketika pemerintah melakukan 
tindakan hukum publik, ia menggunakan wewenang yang diberikan oleh 
peraturan perundang-undangan, karena itu tindakannya selalu bersifat 
sepihak. Meskipun demikian, bila pemberian wewenang itu mengandung 
kebebasan atau “freies Ermessen/discretionary power”, pemerintah dapat 
melaksanakan wewenangnya dengan menggunakan mekanisme 
kerjasama (samenworking). 
 Jadi dapat dikatakan bahwa setiap tindakan hukum pemerintahan 
tunduk pada batasan-batasan yuridis. Tindakan Pemerintah dengan 
instrumen yuridis apapun yang digunakan harus tetap dalam koridor 
hukum/perundang-undangan dan diarahkan untuk mewujudkan 
kesejahteraan umum (bestuurszorg), sesuai dengan awal munculnya 
konsep negara hukum modern (welfare state).93 
2. Format Subtansi/Isi Kontrak Kontrak Kerja Konstruksi 
Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang 
mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa 
dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, selanjutnya dalam pasal 1 
                                                          
92 Lutfichakim, “Perbuatan Pemerintah”, diakses pada http://www.lutfichakim.com.  
93 Ridwan Hr. Op.cit.,hlm. 226 
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angka 22 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 menyatakan bahwa kontrak 
adalah pernyataan tertulis antara PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) 
dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana Swakelola. Kemudian 
dalam kontrak kerja konstruksi terdapat beberapa subtansi kontrak 
menurut pasal 22 ayat 2 UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa 
konstruksi yakni: 
1. Para pihak, yaitu yang memuat secara jelas identitas para 
pihak. 
2. Rumusan pekerjaan yaitu yang memuata uraian yang jelas dan 
rinci tentang lingkup kerja, niali pekerjaan, dan batasan waktu 
pelaksanaan. 
3. Masa pertanggungan dan/atau pemeliharaan yang memuat 
tentang jangka waktu pertanggungan dan/atau pemeliharaan 
yang menjadi tanggungjawab penyedia jasa. 
4. Tenaga ahli yang memuat ketentuan tentang jumlah, klasifikasi 
dan kualifikasi tenaga ahli utnuk melaksanakan pekerjaan 
konstruksi. 
5. Hak dan kewajiban, yang memuat hak pengguna jasa utnuk 
memperoleh hasil pekerjaan konstruksi serta kewajibannya 
untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan serta hak 
penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan srta 
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kewajibannya melaksanakan kewajiban sebagaimana 
diperjanjikan. 
6. Cara pembayaran,yang memuat ketentuan tentang kewajiban 
pengguna jasa dalam melakukan pembayaran hasil pekerjaan 
konstruksi. 
7. Cidera janji, yang memuat ketentuan tentang tanggungjawab 
dalam hal salah satu pihak yang melaksanakan kewajiban  
sebagaiaman yang diperjanjikan 
8.  Penyelesaian perselisihan, yang memuat tentang tata cara 
penyelesaian akibat ketidaksepakatan. 
9.  Pengutusan kontrak kerja kosntruksi, yang memuat ketentuan 
tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang ditimbulkan 
akibat tidak dipenuhinya kewajiban salah satu pihak. 
10. Keadaan memaksa (force majure),  yang memuat ketentuan 
tentang kejadian yang timbul di luar keamanan dan kemampuan 
para pihak yang menimbulkan kerugan bagi slah satu pihak. 
11. Kegagalan bangunan, yang memuat ketentuan tentang 
kewajiban penyediaan jasa dan/atau penggunaan jasa atas 
kegagalan bangunan 
12.  Perlindungan pekerja,yang memuat ketentuan tentang 
kewajiban para pihak dlam pelaksanaan keselamatan dan 
kesehatan kerja jaminan sosial. 
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13. Aspek lingkungan, yang memuat kewajiban para pihak dalam 
pemenuhan ketentuan tentang lingkungan. 
Format subtansi kontrak tersebut di atas Tak ubahnya isi dokumen 
kontrak pada salah satu contoh surat perjanjian yang selanjutnya disebut 
kontrak pada pengadaan pekerjaan jasa Konstruksi Pembangunan 
Gedung Pendidikan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas 
Hasanuddin Tahap II (Kedua) Tahun Anggaran 2016 Nomor : 
215/BGN/PPK-UH/2016 Tanggal 15 Juli 2016. (Dokumen Kontrak 
Terlampir : Lampiran. 2) 
Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa Karakteristik kontrak 
dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sangat jauh berbeda 
dengan karakteristik kontrak pada umumnya yang dikenal dalam 
prespektif Hukum Perdata yang biasa dibuat oleh pihak swasta dan lazim 
diistilahkan sebagai Kontrak Privat/Kontrak Swasta. Hal tersebut dapat 
dilihat dari mekanisme terjadinya (timbul) kontrak dan format subtansi/isi 
kontrak serta perihal asas yang mendasari kontrak tersebut ada (dibuat). 
Sebagaiamana hasil wawancara penulis dengan salah satu staf 
bagian perlengakapan khusus lelang Bapak Aditya Firmansyah, 
mengemukakan bahwa Prinsip khas pelaksanaan kontrak dalam 
pengadaan tersebut adalah dengan ketentuan sepihak dimana penyedia 
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harus tunduk pada ketentuan yang ditetapkan pemilik pekerjaan selaku 
dalam hal ini adalah pihak Universitas Hasanuddin.94  
 Pemerintah dapat membuat perjanjian yang diwarnai hukum 
publik. Perjanjian ini berorientasi pada kepentingan umum dan bersifat 
memaksa. Di dalam kontrak itu tidak terdapat kebebasan berkontrak, 
karena syarat-syarat yang ditentukan di dalam kontrak itu tidak didasarkan 
kehendak kedua belah pihak. Akan tetapi, kontrak itu hanya dapat 
didasarkan kehendak satu pihak, yaitu pemerintah. Syarat-syarat tersebut 
ditentukan oleh perangkat peraturan perundang-undangan. Hubungan 
antara pemerintah dan mitranya tidak berada dalam kedudukan yang 
sama (nebengeordnet). Oleh karena itu, perjanjian ini dinamakan 
perjanjian publik.95 
Menurut Mariam Budiarjo, mengatakan dalam perjanjian 
pemborongan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah dapat 
mengadakan perjanjian yang mempunyai sifat yang diwarnai hukum 
publik. Di dalam kontrak tersebut tidak ada kebebasan berkontrak dari 
masing-masing pihak karena syarat-syarat yang terdapat dalam perjanjian 
telah ditentukan oleh pemerintah berdasarkan syarat-syarat umum dari 
perjanjian  pemborongan bangunan (kontrak kerja konstruksi), karena hal 
                                                          
94 Aditya Firmansyah, Wawancara, Universitas Hasanuddin Makassar, 23 Januari 2017  
95 Mariam Darus Badrulzaman, 2014, Aneka Hukum Bisnis, Bandung, PT Alumni, hal. 66 
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tersebut menyangkut keuangan negara dalam jumlah besar dan untuk 
melindungi keselamatan umum. 
Kontrak yang dibuat oleh pemerintah bersifat multi aspek dan 
mempunyai karakter yang khas. Apabila dalam Kontrak Privat/Kontrak 
Swasta para pihak mempunyai kebebasan yang sangat luas dalam 
mengatur hubungan hukum atau mengatur kewajiban kontraktual mereka, 
maka dalam kontrak publik kebebasan itu tidak sepenuhnya berlaku, 
sebab terhadap kontrak ini berlaku rezim khusus.96 
Ada tiga karakter pembeda antara kontrak oleh pemerintah/negara 
dengan kontrak oleh pihak swasta : 
1. Kontrak-kontrak pemerintah pada umumnya 
diatur/diregulasi secara sedemikian rupa untuk 
mencegah penyalahgunaan dana dan untuk memastikan 
adanya keseragaman prosedur dan praktek antara 
lembaga negara/pemerintah. 
2. Ketentuan dalam kontrak adalah produk yang disusun 
dengan penuh kehati-hatian oleh para ahli hukum 
pemerintah. 
3. Satatus sengketa yang terjadi berkaitan dengan kontrak 
pemerintah berbeda dengan kontrak-kontrak swasta 
                                                          
96 Kasman Abdullah, Bahan Ajar Hakikat Kontrak Publik, hlm. 4 
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pada umumnya. Dimana salah satu aspek terpenting 
adalah menyangkut imunitas (kekebalan) pemerintah 
manakala digugat di muka pengadilan.97 
Perbedaan tersebut juga dapat kita lihat dalam Pasal 50 UU 
Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang tidak lain 
merupakan landasan hukum bagi aparatur pengelolaan keuangan negara, 
berbunyi : 
Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap :  
a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada 
pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga; DHendianto-
BiroHukum BPK-RI/10/16/2006 27  
b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;  
c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada 
instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;  
d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik 
negara/daerah;  
e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang 
diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.98 
                                                          
97 Ibid, hlm. 8 
98 UU.Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendahaaan Negara, Pasal 50  
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Pasal tersebut mengandung prinsip larangan penyitaan uang dan 
Barang Milik Negara/Daerah dan/atau yang dikuasai oleh Negara/Daerah. 
Dimana hal demikian berbeda atau menyimpang dari prinsip sita 
sebgaimana tercantum dalam Pasal 1131 Jo. 1132 BW berbunyi : 
“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang 
tak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di 
kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan 
perseorangan.” 
 
B. Kedudukan dan Kewenangan Pemerintah Dalam Kontrak 
Kerjasama Dengan Pihak Swasta 
1. Kedudukan 
 Pada umumnya hubungan hukum antara pemerintah dengan 
mitranya tidak memiliki kedudukan yang sama. Mitra pemerintah dalam 
hal ini penyedia barang/jasa akan dihadapkan pada situasi take it or leave 
it. Demikian halnya dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang mana 
telah dipersiapkan oleh pemerintah sesuai dengan standar serta syarat-
syarat kontrak yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan 
yang mengaturnya.99 
Pemerintah dalam melakukan kontrak kerjasama dengan pihak 
swasta dalam hal ini Kontrak Pemerintah dalam Pengadaan Barang/Jasa. 
Pemerintah diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana di 
                                                          
99 Kasman Abdullah,op.cit., hlm 14. 
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dalam Pasal 1 Angka 7 Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang 
Pengadaan Barang dan Jasa berbunyi : 
“Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah 
pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa.”  
Juga dalam Dalam Pasal 12 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 
(1) PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk 
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 
Pasal 1 angka 1b yang menyebutkan bahwa Pengguna Anggaran 
adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 
2004 tentang Perbendaharaan Negara. Menteri/pimpinan lembaga adalah 
Pengguna Anggaran bagi kementerian negara/lembaga yang 
dipimpinnya.100 
Pasal 1 angka 1c menyebutkan, Kuasa Pengguna Anggaran 
adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk 
menggunakan anggaraan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat 
daerah. 
Pada pasal 9 ayat 2 diatur mengenai pengangkatan Pejabat 
Pembuat Komitmen, yakni harus diangkat dengan surat keputusan 
                                                          
100 Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara, Nomor. 1 Tahun 2004. 
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Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur 
BI/Pemimpin BHMN/ Direksi BUMN/ BUMD. 
 Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa kedudukan pemerintah 
dalam melakukan kontrak kerjasama dengan pihak swasta dalam hal ini 
pengadaan barang dan jasa adalah sebagaimana kedudukan pemerintah 
dalam hukum publik. 
Dalam persepktif hukum publik, Negara adalah organisasi jabatan. 
Menurut Logemann, “Dalam bentuk kenyataan sosialnya, Negara adalah 
organisasi yang berkenaan dengan berbagai fungsi. Yang dimaksud 
dengan fungsi adalah lingkungan kerja yang terperinci dalam 
hubungannya secara keseluruhan. Fungsi-fungsi ini dinamakan jabatan. 
Negara adalah organisasi jabatan”.101 
 Menurut Bagirmanan, jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap 
yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan mencerminkan 
tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Negara berisi berbagai jabatan 
atau lingkungan kerja tetap dengan berbagai fungsi untuk mencapai 
tujuan Negara. Dengan kata lain, jabatan adalah suatu lingkungan 
pekerjaan tetap (kring van vaste werkzaamheden) yang diakan dan di 
                                                          
101 Ridwan,Hr. Op.cit.,hlm.71 
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gunakan guna kepentingan Negara. Jabatan itu bersifat tetap, sementara 
pemegang jabatan (ambstdrager) dapat berganti-ganti.102 
Menurut P. Nicolai dan kawan-kawan, ada beberapa ciri yang 
terdapat pada jabatan atau organ pemerintahan yaitu : 
1. Organ pemerintah menjalankan wewenang atas nama dan 
tanggung jawab sendiri, yang dalam pengertian modern, 
diletakkan sebagai pertanggung jawaban politik dan 
kepegawaian atau tanggung jawab pemerintah sendiri di 
hadapan hakim. Organ pemerintah adalah pemikul kewajiban 
tanggung jawab. 
2. Pelaksanaan wewenang dalam rangka menjaga dan 
mempertahankan norma hukum administrasi, organ 
pemerintahan dapat bertindak sebagai pihak tergugat dalam 
proses peradilan, yaitu dalam hal ada keberatan, banding, atau 
perlawanan. 
3. Disamping sebagai pihak tergugat, organ pemerintahan juga 
dapat tampil menjadi pihak yang tidak puas, artinya sebagai 
pengugat. 
4. Pada prinsipnya organ pemerintahan tidak memiliki harta 
kekayaan sendiri. Organ pemerintahan merupakan bagian (alat) 
                                                          
102 Ibid, hlm.71 
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dari badan hukum menurut privat dengan harta kekayaannya. 
Jabatan Bupati atau Walikota adalah organ-organ dari badan 
hukum “Kabupaten”. Berdasarkan aturan hukum badan umum 
inilah yang dapat memiliki harta kekayaan, bukan organ 
pemerintahannya.103 
Meskipun jabatan pemerintahan ini dilekati dengan hak dan 
kewajiban atau diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukum, 
namun jabatan tidak dapat bertindak sendiri. Jabatan dapat melakukan 
perbuataan hukum, yang dilakukan melalui perwakilan 
(vertegenwoordinging) yaitu penjabat (ambtsdrager), yang bertindak atas 
jabatan itu.104 
 Menurut E. Utrecht oleh diwakili penjabat, maka jabatan itu 
berjalan. Yang menjalankan hak dan kewajiban yang didukung oleh 
jabatan ialah penjabat. Jabatan bertindak dengan perantaraan 
penjabatnya. P. Nicolai dan kawan-kawan menyebutkan bahwa : 
“Kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan harus 
dijalankan oleh manusia. Tenaga dan pikiran mereka yang ditunjuk untuk 
menjalankan fungsi organ tersebut yaitu para penjabat”. Berdasarkan 
ketentuan hukum, penjabat hanya menjalankan tugas dan wewenang, 
                                                          
103 Ibid, hlm. 74-75. 
104 Ibid, hlm. 76. 
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karena penjabat tidak “memiliki” wewenang. Yang memiliki wewenang 
adalah jabatan. 
Logemann mengatakan, “Berdasarkan hukum tata Negara, 
jabatanlah yang dibebani dengan kewajiban, yang berwenang untuk 
melakukan perbuatan hukum, hak dan kewajiban berjalan terus, tidak 
peduli dengan pergantian penjabat.” 
Telah disebutkan bahwa jabatan adalah lingkungan pekerjaan 
tetap, sementara pejabat dapat berganti-ganti. Pergantian pejabat tidak 
memengaruhi kewenangan yang melekat pada jabatan. F.A.M Stroink dan 
J.G Steenbeek memberikan ilustrasi mengenai perbuatan hukum dari 
pejabat ini . Stroink, mengatakan kewengan pemerintahan hak-hak dan 
kewajiban itu melekat pada jabatan. Jika sebagai contoh bupati atau 
walikota memberikan keputusan tertentu, maka berdasarkan hukum 
keputusan itu diberikan oleh jabatan bupati/walikota, dan bukan oleh 
orang pada saat itu diberi jabatan, yakni sebagi bupati/walikota.105  
Jabatan dan pejabat diatur dan tunduk pada hukum yang berbeda. 
Jabatan diatur oleh Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara 
sedangkan pejabat tunduk pada hukum kepegawaian yang dimana 
hukum-hukum tersebut adalah hokum publik. Ilustrasi yang diberikan 
Bothlingk, mengungkapkan  bahwa pejabat menampilkan dirinya dalam 
                                                          
105 Ibid.hlm.71 
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dua kepribadian yaitu selaku pribadi dan selaku personifikasi dari organ. 
Dalam Hukum Administrasi Negara, tindakan hukum jabatan 
pemerintahan dijalankan oleh pejabat pemerintah. Dengan demikian, 
kedudukan hukum pemerintah berdasarkan hukum publik adalah sebagai 
wakil (vertegenwoordiger) dari jabatan pemerintahan.106 
2. Kewenangan 
Mengenai kewenangan pemerintah dalam melakukan kontrak 
kerjasama dengan pihak swasta, sebelum membahas hal demikian  
terlebih dahulu penulis menjelaskan apa itu kewenangan. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KKBI ), kata wewenang 
memiliki arti :  
1. Hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan  
2. Kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan 
tanggung jawab kepada orang lain  
3. Fungsi yang boleh dilaksanakan  
Sedangkan kewenangan memiliki arti :  
1. Hal berwenang   
                                                          
106 Ibid, hlm.79 
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2. Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.107 
 Dari referensi yang lain menyebutkan kewenangan adalah hak 
menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi 
menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga 
menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut 
kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal 
yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.Kewenangan memiliki kedudukan 
yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi 
negara.108 
 F.A.M Stroink, mengatakan kewenangan pemerintahan yakni hak-
hak dan kewajiban itu yang melekat pada jabatan.109 Dengan demikian 
kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan 
yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau 
legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, 
merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan 
terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu. 
Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari 
kewenangan. Wewenang (authority) adalah hak untuk memberi perintah, 
dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. 
                                                          
107Kamus Besar Bahasa Indonesia,Cetakan Pertama Edisi III,(Jakarta: Balai Pustaka,hal.
1272 
108 Dikutip dari Digital Library Universitas Lampung http://digilib.unila.ac.id/2011 
109 Ridwan,HR. Op.cit. hlm.77 
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 Kewenangan pemerintah dalam kontrak kerjasama dengan pihak 
swasta dalam hal ini diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada 
kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah. Yakni sebagaiamana penulis 
telah mengidentifikasi salah satu contoh dokumen kontrak dalam 
pengadaaan barang/jasa pemerintah di Universitas Hasanuddin yakni 
Kontrak Pembangunan Gedung Pendidikan Fakultas Ilmu Kelautan dan 
Perikanan Universitas Hasanuddin Tahap II (Kedua) Tahun Anggaran 
2016 Nomor : 215/BGN/PPK-UH/2016 Tanggal 15 Juli 2016. Kewenangan 
pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen 
terjabarkan dalam poin “Mengingat” huruf c yang menyebutkan, PPK 
memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak ini dan mengikat 
pihak yang diwakili. 
Selanjutnya terjabarkan pada bagian “Hal Yang Disepakati” angka 
5 huruf a pada kontrak tersebut menyebutkan, PPK mempunyai hak dan 
kewajiban untuk : 
1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh 
penyedia; 
2) Meminta laporan-laporan secara priodik mengenai pelaksanaan 
pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia; 
3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang 
dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan 
sesuai ketentuan kontrak; 
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4) Membayar pekerjaan sesuai dengan haraga yang tercantum dalam 
kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; 
Hal tersebut di atas menujukkan bahwa implementasi tindakan 
pemerintah dalam melakukan kontrak kerjasama dengan pihak swasta 
(penyedia barang/jasa) berkaitan dengan kewenanganya, adalah 
berdasarkan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan yang 
mengaturnya. Di mana ketentuan tersebut akan penulis urai sebagai 
berikut : Pada Pasal 11 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Ayat (1) PPK 
memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: 
a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang 
meliputi: 
1) spesifikasi teknis Barang/Jasa; 
2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 
3) rancangan Kontrak. 
b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 
c. menandatangani Kontrak; 
d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; 
e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak; 
f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada 
PA/KPA; 
g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA 
dengan Berita Acara Penyerahan; 
101 
 
 
 
h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan 
hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan 
i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa. 
Pada Ayat (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat: 
a. mengusulkan kepada PA/KPA: 
1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau 
2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan; 
b. menetapkan tim pendukung; 
c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) 
untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan 
d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada 
Penyedia Barang/Jasa.110 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
110 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab 
sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa : 
1. Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan pihak 
swasta (penyedia) terlaksana melalui suatu rangkaian proses 
dalam Pengadaan Barang dan Jasa dimana dalam pemilihan pihak 
penyedia pemerintah membuka penawaran melalui proses 
pelelangan umum dan penentuannya dilakukan secara sepihak 
oleh pemerintah. Jadi Kontrak tersebut bukanlah dasar penentuan 
terjadinya tindakan kerjasama melainkan hanyalah salah satu 
bagian dari proses pengadaan. Dimana kontrak tersebut hanya 
sebagai instrumen pengikat antara pemerintah dengan pihak 
penyedia barang/jasa. Sehingga karakteristik kontrak dalam 
pengadaan barang dan jasa pemerintah mempunyai karakter khas 
yang berbeda dengan karakteristik kontrak pada umumnya yang 
dikenal dalam prespektif Hukum Perdata yang biasa dibuat oleh 
pihak swasta dan lazim diistilahkan sebagai Kontrak Privat/Kontrak 
Swasta. 
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2. Implementasi tindakan pemerintah dalam melakukan kontrak 
kerjasama dengan pihak swasta (penyedia barang/jasa) adalah 
berkaitan dengan fungsi-fungsi pemerintahan yang berdasarkan 
kewenanganya, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan yang 
mengaturnya. Sehingga kedudukan pemerintah dalam melakukan 
kontrak kerjasama dengan pihak swasta sebagaimana kedudukan 
pemerintah dalam hukum publik. 
 
Maka, oleh karena itu kontrak dalam pengadaan barang dan jasa 
pemerintah hanya sebatas instrumen hukum pengikat dalam pelaksanaan 
tindakannya melakukan proses pengadaan yang berkaitan dengan tugas 
dan fungsi-fungsi pemerintahan sebagai penyelenggara negara yang 
mengurusi kebutuhan dan kesejateraan rakyatnya. Kontrak tersebut 
dinamakan/distilahkan sebagai kontrak publik karena lahir berdasarkan 
ketentuan hukum-hukum publik. 
 
B. Saran 
 Berdasarkan uraian kesimpuan di atas penulis merekomendasikan 
beberapa saran yaitu : 
1. Sebaiknya ada kesamaan presepsi dalam memahami 
perbuatan/tindakan pemerintah dalam melakukan kontrak 
kerjasama dengaan pihak lainnya(swasta) ditinjau dari 
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landasan/dasar hukum yang mengatur terkait pemerintah/negara 
itu sendiri. 
2. Sebaiknya, baik untuk peneliti selanjutnya atau siapapun yang 
terkait dengan pembahasan dalam tulisan ini tidak lagi 
menyamakan atau memaknai sama kontrak yang dilaksanakan 
oleh pemerintah dengan kontrak oleh pihak lain pada umumnya. 
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Lampiran 1.   
Bagan Alir Proses dan Prosedur Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi 
 
 
Unit Kerja/Fakultas 
 
Panitia 
Penyedia Barang, Jasa Pengguna Barang/Jasa Kuasa Pengguna 
Panitia Pemeriksa Lembar Kerja/Referensi    
dan Jasa Lainnya (Pejabat Pembuat Komitmen) Anggaran        
    Tidak     
        
1. Daftar Barang   1. Mengusulkan     2. Menyetujui/Tidak  
        
  Peng barang/jasa     menyetujui  2. Lembar Persetujuan 
      
Ya 
  
3. Pengumuman Pengadaan     3. Mengumumkan           
(Media cetak dan Papan     Pascakualifikasi     
         
         Pengumuman Resmi)  
4. Mendaftar & mengambil 
 4. RKS 
  
dokumen /RKS   
5. Menjelaskan  5. RKS 
  
Dokumen/RKS   
6. Memasukkan dokumen 
 6. Penawaran 
  
penawaran   
7. Membuka dokumen penawaran dan  7. BA Pembukaan Dokumen 
  
membuat BA Pembukaan Dokumen  Penawaran 
8. Mengevaluasi  8. BA Evaluasi Dokumen 
  
dokumen penawaran  Penawaran 
dan kualifikasi   
9. Mengusulkan 10. Menetapkan 9. Usulan Pemenang 
10. Persetujuan Penetapan pemenang lelang pemenang lelang 
 
11. Mengumumkan 
 11. Pengumuman Pemenang 
 
Lelang pemenang lelang  
12. Mengajukan 13. Mengeluarkan 12/13. Surat Keputusan 
Pemberian Pekerjaan sanggahan SKPPBJ 
 
14. Menyerahkan 
 14. Surat Jaminan dari Bank 
  
jaminan pelaksanaan   
15. Menandatangani Kontrak 
15. Kontrak 
 
 
Unit Kerja/Fakultas Panitia 
Penyedia Barang, Jasa Pengguna Barang/Jasa Kuasa Pengguna 
Panitia Pemeriksa Lembar Kerja/Referensi  
dan Jasa Lainnya (Pejabat Pembuat Komitmen) Anggaran      
          
16. SPMK    
16. Menandatangani SPMK 
   
       
          
18. BA Pemeriksaan dan 
          
   17. Melaksanakan      18. Mengawasi dan         
Kemajuan Pekerjaan (untuk    pekerjaan      memeriksa pekerjaan 
          Fisik) 
   
19. Serah Terima Pekerjaan I 
   19. BA Serah Terima I Pekerjaan 
      (untuk fisik), BA Pemeriksaan 
          
dan Penerimaan barang (untuk           
          Non Fisik) 
         
21. BA Pemeriksaan dan    20-. Masa      21. Memeriksa         
Kemajuan Pekerjaan Masa    pemeliharaan      pekerjaan 
         
          Pemeliharaan (untuk Fisik) 
   
22. Serah Terima Pekerjaan II 
    22. BA Serah Terima II 
      Pekerjaan (untuk fisik)           
          
 
Selesai 
 
 
(Sumber : unhas.ac.id bagian perlengkapan) 
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